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PENDAHULUAN
11 Latar Belakang

Menurut Badan Pusat Statistik (BS) jumlah sampahdi 384 kota di
Indonesia pada tahun 2020 diprediksikan menembus angka 80.235,87 ton
perhari. Dari total sampah yang dihasilkan tersebut diperkirakan sebanyak
37,6% dibakar, dibuang ke sungai sebesar 4,9% sebesar 4,2% akan
diangkut ke Tempat Pembuangan A}(hir (TPA), dan tidak tertangani sekitar
53,3%. Dari sekitar 53,3% sampah yang tidak ditangani dibuang dengan cara
tidak saniter.Permasalahan dalam pengelolaan sampah terjadi karena
ketidak seimbangan antara supply dalamhal sistem pengelolaan dan demam
yang terjadi melalui besarnya volume sampah yang terus meningkat sejalan
dengan pertambahan penduduk, perubahan kualitas hidup dan dinamika

kegiatan masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No. 18 tahun 2008
mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan manuéia sehari-hari dan/atau
préses alam yang berbentuk padat.Survei JICA (2008) menunjukkan tingkat
pelayanan pengelolaan sampah di Pulau Jawa hanya mampu melayani 59%
darijumlah total sampah yang beredar hal ini diperparah dengan kenyataan
bahwa tingkat pelayanan pengelolaan sampah pada tingkat Nasional di

Indonesia hanya menyentuh angka 56%.



Pesatnya perkembangan Kota Bandung terutama sebagai destinasi wisata
tidak sejalan dengan system pengelolaan sampah yang memadai. Ditambah
lagi, permasalahan utama dari tidak terangkutnya sampah adalah kualitas
lingkungan hidup kota yang semakin buruk dan berdampak pada
menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Secara sederhana, pengelolaan

sampah yang baik harus dibuat melalui perencanaan serta sarana dan

prasarana yang sesuai kebutuhan.

Permasalahan mengenai pengelolaan sampah diatur dalam UU No
.1 8 tahun 2008 yang menyebutkan pengelolaan sampah dibagi menjadi dua
kelompok utama yaitu pengurangan sampah dan'peha_nganan sampabh.
Pengurangén sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampabh, guné

'ulang dan daur ulang. ‘_Sedangkan penanganan sampah terdiri dari
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pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan
akhir. Sebenarnya dalam melakukan efisiensi dan optimalisasi penangan
sampah, Kota Bandung telah melakukan pembagian empat wilayah

operasional dengan menugaskan PD Kebersihanyaitu:

1. Wilayah Utara : Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari,
Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung
Wetan, Kecamatan Cibeunying Kaler, dan Kecamatan
CibeunyingKidul.

2. Wilayah Barat : Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan
Bojongloa Kaler, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Astana

Anyar, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Andir, danKecamatan

Cicendo.
3. Wilayah Selatan : Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan

Batununggal, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Regol, Kecamatan

Kiaracondong, dan Kecamatan Bandung Kidul.
4. Wilayah Timur : Kecamatan Cicadas, Kecamatan Arcamanik,
Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cibiru, Kecamatan

Rancasari, dan Kecamatan Margacinta.

Meskipun demikian Kota Bandung hingga saat ini belum optimal dalam

mengelola sampah kotanya dengan baik.

Seharusnya Kota Bandung mampu menyusun dan melaksahakan
pengelolaan sampah kota yang ideal, akan tetapi pada keny'ataannya.
sampah masnh banyak yang menumpuk dan belum bisa dlangkut se!uruhnya
dari TPS. Pemerlntah Kota Bandung memang berperan pentmg dalamr

j prOses pengelolaan sampah di Kota ‘Bandung namun hal'lnl harus ,tu‘rAut
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didukung oleh peran serta masyarakat Kota Bandung itu Sendiri. Karena
pada dasarnya setiap individu adalah penghasil sampah baik berupa organic
maupun anorganik. Oleh karena itu aspek edukasi masyarakat penting untuk

menumbuhkan perilaku memilah, mengolah dan menghargai sampah.

Sampah dapat merugikan jika tidak terkelola dengan baik, namun
sampah memiliki nilai tambah apabila terkelola dengan baik. Kemanfaatan
sampah tidak terlepas dari penerapan system pengelolaan berbasis IPTEK
serta kesadaran dari masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri.
Oleh karena itu, perubahan mindset dalam sistem pengelolaan sampah agar
dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kesehatan merupakan hal yang
urgent untuk dilaksanakan. Hal ini terutama perlu dilakukan secara terpadu

dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dapat disimpulkan

bahwa

1. Belum diketahui karakteristik masyarakat Kota Bandung dalam

pengelolaan sampah.

2. Belum diketahui landasan system pengelolaan sampah di Kota

Bandung.

3. Belum diketahui system pengelolaan sampah rumahtangga
secara terpadu di Kota Bandung dan mengha‘silkan nilai guna

~ di Kota Bandung. Belum diketahui

4. Strategi Pengubahanan Mindset mengeﬁai, 'peﬁgeIOjaan- %

~ sampah terpadu oleh masyarakat di Kota__Band_ung,y



1.3

Rumusan Masalah

Berdasrkan latar belakang permasalahan maka diperoleh rumusan

masalah sebagaiberikut:

1.4

1, Bagaimana kondisi timbulan sampah dan sumber sampah di Kota

Bandung?
Bagaimana landasan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota

Bandung?

. Bagaimana skema pengelolaan sampah rumah tangga di Kota

Bandung?

. Bagaimana strategi perubahan mindset mengenai pengelolaan

sampah terpadu oleh masyarakat di Kota Bandung?

Tujuan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah makad apat diperoleh rumusan

masalah sebagaiberikut:

. Mengetahui kondisi timbulan sampah dan sumber sampah di Kota
Bandung?
Mengetahui landasan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota
Bandung?

. Mengetahui skema pengelolaan sampah rumahtangga di Kdta
Bandung?
Mengetahui strategi perubahan mindset mengenai pengelolaan

sampah terpadu oleh masyarakat di Kota Bandung



1.5. MANFAAT PENELITIAN

1. Sebagai bahan referensi untuk penyempurnaan sistem pengelolaan
sampah di Kota Bandung.

2. Sebagai sumbang saran dalam upaya peningkatan kualitas
lingkungan di Kota Bandung, khususnya dalam hal kebersihan dan
kesehatan lingkungan.

3. Sebagai bahan kajian penelitian dalam bidang pengelolaan sampah
yang mengikutsertakan peran aktif masyarakat.

1.6. DEFINISI OPERASIONAL

1. Sampah. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan sampah adalah
sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat (rujukan: UU no 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah).

2. Sampah Rumah Tangga. Dalam penelitian ini, yang dimaksud
dengan sampah rumah tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari
manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, yang terjadi
pada skala rumah tangga.

3. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Dalam penelitian ini, yang
dimaksud dengan pengelolaan sampah rumah tangga adalah kegiatan
yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga (rujukan: UU no

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).



BAB Il
STUDI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

21 Klasifikasi Limbah dan Sampah

Limbah adalah Semua buangan yang dihasilkan oleh aktivitas
manusia dan hewan yang berbentuk padat, lumpur (sludge), cair maupun
gas yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi.
Walaupun dianggap sudah tidak berguna dan tidak dikehendaki, namun
bahan tersebut kadang—kadang masih dapat dimanfaatkan kembali dan

dijadikan sebagai bahan baku produksi.

Pembagian limbah dapat dibagi berdasarkan sumbernya, bentuknya,

dan sifat bahanya seperti terangkum pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Perubahan Kriteria Penilaian Hotel Indonesia
Bentuknya Sifat Bahaya Sumbernya
Limbah padat Limbah Bahan Berbahaya | Limbah Kegiatan Kota
dan Beracun (B3)
Limbah Berlumpur Limbah Domestik Limbah Industri
Limbah Cair Limbah Pertambangan
Limbah Padat Limbah Pertanian

Sumber: Data yang sudah diolah

Sedangkan sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan
setelah berakhimya suatu proses. sampah merupakan konsep buatan
manue'.la dalam proses-proses alam tldak ada sampah, yang ada hanya

produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada senap fase' : ;
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materi; padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang
disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi.

Emisi biasa dikaitkan dengan polusi.

Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari
aklivitas industri, misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi.
Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu,

dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.

Menurut Ari Nilandari (2006 : 58), berdasarkan asalnya, sampah padat

dapat digolongkan sebagai :
1. Sampah Organik

Sampah Organik terdiri dari bahan — bahan penyusun tumbuhan dan
hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian,
perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses
alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik.
Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung,

sayuran, kulit buah, dan daun.
2. Sampah Anorganik.

Sampah Anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbaharui
‘sepeni mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari
bahan ini tidak terdapat di aiam seperti plastik dan alumunium. Sebagian zat
énorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, 'sedang
sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.

- S8ampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol plastik, :
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tas plastik, dan kaleng. Kertas, koran, dan karton merupakan perkecualian.

Berdasarkan asalnya, kertas, koran, dan karton termasuk sampah organik.

2.2 Sumber Sampah

a. Menurut Agung Suprihatin, dkk (1996: 7) sumber sampah dapat

diklasifikasikan menjadi:
i. Sampah dan Pemukiman

b. Umumya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan
makanan, alat rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain,

sampah kebun/halaman, dan lain-lain.
2.2 1. Sampah dari Pertanian dan Perkebunan

c. Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik,
seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang
dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan
untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan
pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari
lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik
penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk

mengurangi penguapan.
2.2.2.Sampah dari Sisa Bangunan dan Konstruksi Gedung

d. Sampah yang berasal daﬁ kegiatan pembangunan dan
pemugaran gedung berupa bahan organik maupun ahorg:ani‘k.‘
Samp'ah- Organik, misalnya' ‘kayu, bambu triplek ~‘Sampah'-
_Anorgamk mlsalnya ‘semen, pasw batu bata,ubin, besn dan

_-_'baja kaca, dan kaleng
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2.2.3. Sampah dari Perdagangan dan Perkantoran

e. Sampah yang berasal dari‘ perdagangan seperti: toko, pasar
tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus,
pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah
makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga
pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari
kertas, alat tulis menulis (bolpoint, pensil, spidol, dli), toner foto
copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai bahan kimia dari
laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan

lain-lain.
2.2.4. Sampah dari Industri

Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-
bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan
produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk
pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali

beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang.

2.3 SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DAN ASPEK TEKNIK

OPRASIONAL

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah
yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana
antara satu dengan yang lainnya sahng bennteraksn untuk mencapai tujuan
(Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut meliputi:
aspek tekms operasnonal aspek orgamsas: dan manajemen aspek hukum

~dan peraturan aspek Pembiayaan aspek peran serta masyarakaT




1"
Kelima aspek tersebut di atas ditunjukkan pada gambar 2‘1‘ berikut ini. Dari
gambar tersebut terlihat bahwa dalam sistem pengelolaan sampah antara
aspek teknis operasional, organisasi, hukum, pembiayaan dan peran serta

masyarakat saling terkait, tidak dapat berdiri sendiri.

Gambar 2.1

Skema Manajemen Pengelolaan Sampah
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, (SN1 19-2454-2002)

Menurut sejarah, pengembangan pengelolaan sampah yang
dikoordinir pemerintah dimulai sejak masa pendudukan Jepang dengan
membentuk RT/ RW untuk mengelola sampah di lingkungannya masing-
masing, kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia yang dimulai
dengan Repelita | (1969-1978), era otonomi daerah, dan seterusnya hingga
sekarang, ditandai dengan banyaknya bantuan luar negeri. Sayangnya,
dalam kurun waktu 40 tahun tersebut, sistem pengetolaan sampah belum .-
memenuhi kri_teria standar sehingga ,dapat_dipastikanrlingkungan Ihdo'ne_sia

telah tercemar 's‘ampah selama masa tersebut.
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Pengelolaan sampah saat ini dimulai dari sumber timbulan sampah,
sistem penampungan sampah sementara, transportaéi sampah dan
pengolahan akhir sampah. Umumnya di Indonesia- dewasa ini, masing- ‘
masing titik pengelolaan sampah tersebut tidak memenuhi kriteria standar
pengelolaan sampah. Sumber sampah dapat berasal dari rumah tangga,
perkantoran, pasar, fasilitas umum (taman, jalan raya), maupun industri.
Permasalahan yang ada adalah, secara umum sampah masih digabung
menjadi satu baik organik, anorganik, bahkan B3. Kebiasaan pemilahan
sampah belum dipraktekkan secara massal, tidak saja di rumah tangga,
bahkan juga di kantor-kantor pemerintah yang seharusnya menjadi contoh
pengelolaan persampahan. Penggabungan sampah ini akan menyulitkan

proses pengelolaan sampah selanjutnya.

Sebenamya, tugas penghasil sampah sangat mudah, yaitu hanya
memilah sampah menurut jenisnya, seperti sampah organik, anorganik
(plastik, kertas, botol plastik, logam dsb) dan B3. Undang-undang Rl nomor
18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa
pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif sejak hulu
sampai hilir. Pada tingkat perumahan atau kelurahan, dilakukan kegiatan
pengurangan sampah melalui program 3R, vyaitu Reduce(mengurangi
sampah) Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (daur ulang),
misalnya melakukan komposting skala RT. Dewasa ini, sudah banyak proyek
pemerintah dalam bentuk sosialisasi pengelolaan sampah skala RT,

termasuk di dalamnya dikenalkan cara memilah sampah kepada masyarakat.

Tetapi hendaknya, usaha memilah sampah ini tidak hanya ditujukan pa'dé-_‘_f" ¥

* rumah tangga, tetapi juga instansi-instansi pemerintah sebagai panutan awail v

“dan seharusnya paling gencar dalam melakukan usaha pe‘miﬁlra,han ini. G s
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Aspek Teknis Operasional merupakan komponen yang paling dekat
dengan obyek persampahan. Menurut Hartoyo (1998:6), perencanaan sisterﬁ |
persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan
yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Na_sional Indonesia
(SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di
Permukikman. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan
terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu:

penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan,

pembuangan/pengolahan.

SUMBER PEMBUANGAN
Sprrat PEWADAHAN | PENGUMPULAN PEMINDAHAN PENGANGKUTAN R

PEMUKILLAN

PENGOLAHAN

waem J.j.',f‘_A H
PASAR
ﬁ:ﬁ:

Gambar 2.2

Teknis Operasional Pengelolaan Sampah
(Sumber: Standar Nasional Indonesi(SNI 19-2454-2002)

Aspek Teknik Operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol
pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan
dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, esteti_ka dan
pertimbangan lingkungan (Tchobanoglous 1997:363). |

Ketidak teraturan jadwal pemindahan sampah dan TPS ke Tempat

‘ Pengolahan Akhll‘ (TPA) sampah Hal ini dlsebabkan karena tldak optlma|nya' Ry

'pengaturan rute pengangkutan sampah atau jumlah truk sampah yang\‘f
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terbatas. Jumlah truk sampah yang terbatas ini disebabkan kare‘na
kesalahan perencanaan atau pemeliharaan truk sampah yang tidak sesuai

standar sehingga rusak sebelum masa operasinya berakhir.

Langkah selanjutnya adalah perbaikan sistem transportasi sampah.
Hal yang terpenting di sini adalah perencanaan rute dan jadwal
pengangkutan sampah sesuai dengan jenisnya. Perlu diperhatikan komposisi
timbulan sampah antara organik dan anorganik, karena sampah organik
umumnya lebih tinggi komposisinya dan mudah membusuk, maka
dibutuhkan frekuensi pengangkutan yang lebih tinggi dibandingkan sampah
anorganik. Pencemaran terhadap lingkungan terbesar terjadi di TPA . Bisa
dikatakan umumnya TPA di Indonesia menggunakan lahan urug yang
dioperasikan secara serampangan, yaitu sampah diletakkan begitu saja di
atas tanah (open dumping). Dalam konteks perbaikan pengelolaan ini, maka
terminologi yang digunakan adalah Tempat Pengolahan Akhir sampah (TPA),
karena sampah yang sampai ke TPA benar-benar akan diolah. Di TPA ,
berlaku Prinsip Recycle (daur ulang), tidak hanya sekedar menimbun semua
sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga melakukan kegiatan komposting |
untuk sampah organik dan pengepakan untuk sampah anorganik yang bisa

didaur ulang.

Sampah masuk ke TPA berdasarkan jenisnya, misalnya sampah
organik diakahkan _menuju fasilitas pengomposan. Pem‘erintah‘ kota melalui
instansi teknisnya melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos"‘i

yang dapat dlpasarkan ke instansi la|n seperti perkebunan, pertanlan

maupun rumah tangga/komersu Selanjutnya sampah anorgamk yang bnsa : e

dldaur ulang mnsalnya plastnk kertas botol plast;k dan sebagamya dxarahkan <




.
ke fasilitas Apengepakan. Instansi teknis sampah dapat mengar'ahkan pafa
pemulung ke fasilitas dadr ulang ini, atau bekerja sama dalam proses
pengepakan. Sehingga mereka tidak mengacak-acak seluruh lokasi TPA,
yang bisa mengakibatkan terjangkitnya berbagai macam penyakit menular.
Sisa sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang, misalnya kaca, keramik,
porcelain dan sebagainya, selanjutnya dapat ditimbun di TPA. Sedangkan
sampah yang dikategorikan B3, pemerintah harus bisa mencari dan menjalin
kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat memanfaatkan atau mengolah

sampah tersebut.

Menurut Revisi SNi 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan
Sampah di Permukiman, penanggung jawab pengelolaan persampahan
dilaksanakan oleh: Swasta /developer dan atau Organisasi kemasyarakatan.
Sedangkan tanggung jawab lembaga pengelola sampah permukiman
adalah .

e Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman dari mulai sumber
sampah sampai dengan TPS dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk /
ditunjuk oleh organisasi masyarakat permukiman setempat.

o Pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dikelola oleh
lembaga pengelola sampah kota yang dibentuk atau dibentuk oleh
Pemerintah Kota.

e Mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah atau mencari bantuan teknis
evaluasi kinerja pengelolaan sampah ‘

* Mencari bantuan-teknik perkuatan struktur organisasi !

% Menyusun mekanisme. kerjasama pengelolaah , sampah .dehga_n.’ 3
pemerintah dae‘réh atau dengan swasta £ M 5

: . Menggiatkan forum koordinasi a's_dSiaSi penge‘_lo‘la "pér‘sarhpah‘a_‘r‘x,_' A
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 Meningkatkan kualitas SDM berupa mencari bantuan pelatihan teknis

dan manajemen persampahan ke tingkat daerah.

Dalam masalah sampah, sumber sampah adalah pihak yang
menghasilkkan sampah, seperti rumah tangga, restoran, toko, sekolah,
perkantoran dan lainnya.Pengelolaan sampah di tingkat sumber dilakukan

sebagai berikut:

e Sediakan wadah sampah minimal 2 buah per rumah untuk wadah
sampah organik dan anorganik.

e Tempatkan wadah sampah anorganik di halaman bangunan.

e Pilah sampah sesuai jenis sampah. Sampah organik dan anorganik
masukan langsung ke masing-masing wadahnya ;

¢ Pasang minimal 2 buah alat pengomposan rumah tangga pada setiap

bangunan yang lahannya mencukupi ;

e Masukkan sampah organik dapur ke dalam alat pengomposan rumah

tangga individual atau komunal ;

e Tempatkan wadah sampah organik dan anorganik di halaman

bangunan bagi sistem pengomposan skala lingkungan.

2.4 Pengumpulan Sampah

o Pengumpulan sampah dari sumber sampah dilaku'kan sebagai berikut :
V.Pengump‘ulan sampah dengan menggunakan gerobak atau nﬁotbr
dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka,bérsekat 'dikérjakan )

' “‘sébagai'berikrut :




17
e Kumpulkan sampah dari sumbernya minimal 2 (dua) hari sekali
» Masukkan sampah organik dan anorganik ke masing-masing bak di

dalam alat pengumpul

e Pindahkan sampah sesuai dengan jenisnya ke TPS atau TPS
Terpadu

e Pengumpulan sampah dengan gerobak atau motor dengan bak
terbuka atau mobil bak terbuka tanpa sekat dikerjakan sebai berikut :

e Kumpulkan sampah organik dari sumbernya minimal 2(dua) hari sekali
danangkut ke TPS atau TPS Terpadu

e Kumpulkan sampah anorganik sesuai jadwal yang telah ditetapkan

dapat dilakukan lebih dari 3 hari sekali oleh petugas RT atau RW atau

oleh pihak swasta
2.5. Pengelolaan di TPS/TPS Terbuka
Pengelolaan sampah di TPS / TPS Terbuka dilakukan sebagai berikut :
a. Pilah sampah organik dan anorganik
b. Lakukan pengomposan sampah organik skala lingkungan
c. Pilah sampah anorganik sesuai jenisnya yaitu : sampah anorganik
yang dapat didaur ulang, misalnya membuat barang kerajinan dari
sampah, membuat kertas daur ulang, membuat pellet plastik dari
sampah kantong plastik keresek
e sampah lapak yang dapat dijual seperti kertas, kardus, plastik, ‘
gelés / kaca, logam dan lainnya dikemas sesuai jenisnya '
~  sampah B3 rumah tangga
e 'fesidu sambah

4d)jua!’sa‘mpah bernilai ekonomis ke _band'ar yang télah disépakati'f : i inl g

' e)kelola sampah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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f) kumpulkan residu sampah ke dalani container untuk diangkut‘ ke ATPA ?
.sampah. .
2.6. PEMBIAYAAN DAN RETRIBUSI
2.6. 1. Program dan pengembangan pembiayaan
Menurut Revisi SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah

di Permukiman, program dan pengembangan pembiayaan yang dapat

dilakukan antara lain :
a) Peningkatan kapasitas pembiayaan
b) Pengelolaan keuangan
c) Penentuan tarif iuran sampah
d) Melaksanakan kesepakatan masyarakat dan pengelola serta konsultasi

masalah prioritas pendanaan persampahan untuk mendapatkan dukungan

komitmen Bupati/Walikota .

2.6.2 Sedangkan sumber biaya berasal dari :

a) Pembiayaan pengelolaan sampah dari sumber sampah di permukiman

sampai dengan TPS bersumber dari iuran warga
b) Pembiayaan pengelolaan dari TPS ke TPA bersumber dari retribusi / jasa
pelayanan berdasarkan Peraturan daerah / Keputusan Kepala ‘daerah
Untuk kegiatan yang dapat dibiayai meliputi kegiatan investasi dan
kegiatan operasional dan pemeliharaan sampah, yang mélipUti depresiasi
+ biaya operasional dan pemeliharaan

2.6.2 luran dan Retribusi

Untuk iuran dan retribusi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

~a) luran dihitung dengan prinsip subsidi silang“dari daerah komefsil ke

daerah non komersil dan dari permukiman golongan berpendapatan\;’] ey

tmggl ke permuklman golongan berpendapatan rendah
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b) Besarnya iuran diatur berdasarkan kesepakatan musyawarah
warga ;
c) luran untuk membiayai reinvestasi, operasi dan pemeliharaan
d) Retribusi diatur berdasarkan peraturan daerah yang berlaku,
2.6.3. PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program untuk peran serta masyarakat dan peningkatan kemitraan :
1) Melaksanakan kampanye gerakan reduksi dan daur ulang sampah
2) Memfasilitasi forum lingkungan dan organisasi wanita sebagai mitra
3) Menerapkan pola tarif iuran sampah
4) Menelusuri pedoman investasi dan kemitraan untuk meningkatkan
minat swasta.
2.6.4 Pemberdayaan masyarakat :
Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan pada saat : perencanaan,
mulai dari survey kampung sendiri sampai dengan merencanakan sistem
pengelolaan, kebutuhan peralatan, dan kebutuhan dana; pembangunan,
bagaimana masyarakat melakukan pembangunan atau pengawasan
pembangunan; pengelolaan, untuk menentukan pembentukan kelembagaan
pengelola dan personil.
2.6.5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Ketentuan yang diatur dalam Revisi SNI 03-3242-1994 terkait dengan
pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut:
a. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sampah di_'
permuklman dilakukan oleh masyarakat dan Pemermtah dan swasta

¥ Penyelenggaraan pengelolaan sampah di permuklman wajib'

: menyampalkan Iaporan kegiatan pada pengeiola sampah kota gunar

kepentmgan pengangkutan sampah ke TPA pemantauan dan evaluam




' 2.7. REGULASI PERSAMPAHAN ‘
Undang-Undang Republik Indbnesia Nomor 18 Tahun 2008 tehtang
Pengelolaan Sampah baru saja diundangkan pada Bulan Mei 2008. UU ini '
-memberi harapan akan adanya sistem pengelolaan sampah yang baik,
dalam arti sistem tersebut mudah untuk diterapkan dan ramah terhadap
lingkungan. UU ini juga telah mengatur secara detail mengenai bagaimana
sampah harus dikelola dan apa tugas, kewajiban dan kewenangan
pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

2.8.. Tugas, kewajiban, kewenanganan Pemerintah dan Pemda

Dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2008 diuraikan mengenai tugas Pemerintah
dan Pemerintah Daerah (Pasal 6), adalah sebagai berikut:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam pengelolaan sampah;
b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan
penanganan sampah;
c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya
pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampabh;
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan
prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil
pengolahan sampah; ‘
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik Iokal,‘yang. berkémbang 3
_pada. masyarakat setempét untuk mengurangi dan-m_enéngaﬁji.'»' |

sampah dan -

'g melakukan koordmasn antar Iembaga pemermtah masyarakat dan';**—

dunla usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah
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Sedangkan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 9) adalah : .

.a. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan
kabupaten/kota mempunyai kewenangan: (1) menetapkan kebijakan
dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan
provinsi; (2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala
kabupaten/kota Sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah; (3) melakukan pembinaan dan
pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh
pihak lain; (4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara,
tempat pengolahan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan
akhir sampah; (5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara
berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap
tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan
terbuka yang telah ditutup; dan (6) menyusun dan menyelenggarakan
sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan
kewenangannya.

b. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat
pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem

‘tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayét §)) hurUf f dia_th 7
'dengén','peratufan menteri. Pasal 12 UU RI Nomor 18 Tahun 2008 e

mehgatur 'mt__e'ngenai kewajiban Pemerintah Daerahdan ‘mas_ya,rékat_r '. ; 7'
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- Berkaitan dengan pengelolaan sampah fumah iangga, adalah sebagai‘
berikut: l

a. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan

sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan

menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

b. Ketentuan Ilebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

kewajibanpengelolaan sampah rumah tangga dan sampah

sejenis sampah rumahtangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

2.8.1 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Pasal 19 UU Rl Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal
tersebutmenyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan
penanganan sampah.
Dalam hal pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal
20 sebagai berikut :
a. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf a
meliputi kegiatan: (1) pembatasan timbulan sampah; (2)
pendauran ulang sampah;.dénlatau (3) peménfaatan kembali
sampah.
'b. Pemerintah dan pemerintah daeréh wajib melakukan kegiatan:
sebagaimana dirﬁaksud .padé‘ ayat (1) _sébagai-"‘beriktit': ,:(1_‘)_'

v'mehétalpkan_ 'target,"pengu"rangan _’sampah'; s:e_car,a",‘be‘rtahép
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dalam jangka waktu tertentu; (2) memfasilitasi penerapan‘
tekno!ogi yang ramah Iingkungan; (3) memfasilitasi penerapan
Iabel produk.yang.ramah lingkungan; (4) memfasilitasi kegiatan
mengguna ulang dan mendaur ulang; (5) memfasilitasi
pemasaran produkproduk daur ulang.

. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang
menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang,
dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan
yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai
oleh proses alam.

. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diatur dengan PP. UU Rl Nomor 18 Tahun 2008 juga
telah mengatur mengenai reward and punishment (hadiah dan
hukuman) berupa pemberian insentif dan disintensif

sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 21 :

a. Pemerintah memberikan: (1) insentif kepada setiap orang
yang melakukan pengurangan sampah; dan (2) isinéentif_
kepada setiap orang yang tidak melakukan pengUran’gan"

- sampah,

b, Ketentuan Iebih lanjut mengenai jenis bentuk, dan 'tata c‘ara,"."" X

' pemberlan msentlf dan disinsentif sebagalmana dlmaksud

pada ayat (1) dlatur dengan peraturan pemermtah
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 Dalam Pasal 22 UU tersebut juga diatur mengenai mengenai penanganan
sampah, yang meliputi :
| ’a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan
pemisahan sampah sesuai

b) dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampabh;

a. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan
pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat’
penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah
terpadu;

b. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari
sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah
sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu
menuju ke tempat pemrosesan akhir;

c. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik,
komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

d. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian
sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke

media lingkungan secara aman.

2.8.2. Pembiayaan

Berkaitan dengan pembiayaan, dalam Pasal 24 UU RI Nomor 18 TahUn

2008 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahr daerah wajib mémbiayai
penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBN serta
'- -VIAPBD Sedangkan ketentuan Ieblh lanjut mengena: pemblayaan tersebut.v'j "',"-:Tf-"f

' 'dlatur dengan peraturan pemenntah danlatau peraturan daerah




25 ‘
~ 2.8.3. Kerjasama antar 'daerah

UU No 18 Tahun 2008 juga memberikan kemungkinan terjadinya kerjasama ‘
antar daerah dalam melakukan pengelolaan sampah (pasal 26). Lebih lanjut

disebutkan bahwa kerja sama yang dimaksud dapat diWujudkan dalam

bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan

sampah. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama

dan bentuk usaha bersama antardaerah diatur dalam peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

2.8.4. Kemitraan

Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau
bersamasama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah
dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah (Pasal 27). Kemitraan
sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk perjanjian antara
pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.
Sedangkan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan dimaksud dilakukan
sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

2.8.4. Peran Masyarakat

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah vyang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Pasal 28).
Peran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:

a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah

b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;

- pembérian saran dan pendapat dalam penyeleséian.- séngkeia-
persampahan Sedangkan ketentuan Ieblh lanjut mengenal bentuk dan tata

cara peran masyarakat sebagaimana dlmaksud d:atur dengan PP danlatau

; ‘Perda
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2.8.5. Larangan
Kaitan dengan sampah rumah tangga, pemerihtah daerah memiliki
kewenangan membuat ketentuan mengani larangan mémbuang sampah
tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan termasuk membuat
sanksi pidananya; (Pasal 29 ayat (1) huruf e). Pemerintah daerah juga
memiliki kewenangan menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda
terhadap pelanggaran ketentuan :
a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan
disediakan.
b. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di
tempat pemrosesan akhir; dan/atau
c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
pengelolaan sampah. (Pasal 29 ayat (4)).
2.8.6. Pengawasan
Dalam pasal 30 diatur mengenai pengawsan. Pengawasan terhadap
kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh
Pemerintah. Sedangkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah
pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. Sedangkan pada
pasal 31 dinyatakan, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan
sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah
daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara _bersama-sama.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sebagaimana

: dlmaksud dldasarkan pada “norma, ~standar, prosedur, dan' fkriteﬁa s

pengawasan yang chatur oleh Pemenntah Sedangkan ketentuan Ieblh Ianjut :

'mengenan pengawasan pengelolaan sampah dlatur dengan peraturan daerah; , ' 1
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. Pranarka dan Moeljarto (dalam Syafrudih,' 2004:8—9) menyatakan
bahwa = pemberdayaan pada dasarnya terbentuk oleh ide untuk
menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri. Pada
préses pemberdayaan, salah satu penekanannya adalah pada proses
memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, .kekuatan atau
kemampuan kepada masyarakat, agar individu di dalam masyarakat menjadi
lebih berdaya. Dengan kata lain, proses pemberdayaan masyarakat sering
disebut dengan istilah peran serta masyarakat atau popular dengan istilah
Pembangunan Bertumpu Kepada Masyarakat (Community Based
Development). Istilah peran serta sering juga disebut dengan partisipasi.
Partisipasi tersebut secara umum mempunyai pengertian sebagai suatu
usaha berkelanjutan, yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam
pembangunan, baik secara aktif maupun pasif (Hanabe dalam Syafrudin,

2004:9).

Ada beragam alasan yang dapat diberikan untuk menyertakan
masyarakat dalam kebijakan. Salah satunya adalah kenyataan
permasalahan yang ada di dalam masyarakat saat ini berkembang secara
dinamis, dan semakin bervariasi serta rumit, sehingga tanpa keterlibatan
masyarakat maupun pihak di luar pemerintah, maka akan menyulitkan

- pemerintah sendiri bila bersikeras untuk mengatasi berbagai persoalan yang

ada di dalam masyarakat seorang diri.

Dengan béfkembangnya kompleksitas, keteriaitan dan k_epastian isu- o

: isu’ _ Serta kecepatan perubahan déri situasi, mengandalkan banyak orangr

: dan kelompok sudah barang tentu akan membantu dalam mencapai sebuahf

"f'pandangan yang selmbang terhadap suatu |su Oleh karena |tu parttsnpas:z_'[v_'?;f_‘:__
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masyarakat menjadi penting. Di samping itu, partisipasi masyarakat menjadi

bagian penting dalam penentuan kebijakan publik.

Paradigma penyelenggaraan bemerintahan yang benar menurut Keraf
(dalam Suwarto, 2006:37) adalah pemerintah memerintah berdasarka‘n
aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama
seluruh rakyat. Sedangkan Purba (dalam Suwarto, 2006:37) menyatakan
untuk menciptakan clean environmental management dan good
environmental governance, menuntut peryaratan adanya keterbukaan,
keseta_raan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta akuntabilitas.
Lahirnya pemikiran pembangunan partisipasi dilatarbelakangi oleh program,
proyek dan kegiatan pembangunan masyarakat yang datang dari atas atau
dari luar komunitas. Kenyataan konsep pembangunan ini seri‘ng gagal dan
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Karena itu dilakukan
reorientasi terhadap strategi pembangunan masyarakat yang lebih
mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu
diperlukan seperangkat teknik-teknik yang dapat menciptakan kondisi
adanya pemberdayaan masyarakat melalui proses pembangunan

masyarakat secara partisipatif (Hikmat dalam Suwarto, 2006:35)

Tjokroamijoyo menguraikan kaitan partisipasi dengan pembangunan

adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti

keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebuaksanaan hae

| pembangunan yang dllakukan oleh pemermtah Hal |n| terutama

| <berlangsung dalam- proses pohtlk tetapl juga dalam proses sosual fie

A _hubungan antar kelompok-kelompok kepentlngan dalam masyarakat
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2. Keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam
pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam
memobilasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan,
kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya
pembangunan, dil.

3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembanguna secara
berkeadilan. Bagian - bagian daerah ataupun golongan-golongan
masyarakat tertentu dapat ditinggalkan keterlibatannya dalam bentuk
kegiatan produktif mereka melalui perluasan kesempatan-kesempatan

dan pembinaan tertentu.

2.9 Pencemaran dan Dampak Kegagalan Pengelolaan Sampah

Pencemaran adalah masuknya zat lain yang bukan komponen asal
suatu zat tersebut ke dalam air, tanah, dan udara, baik yang disengaja
maupun yang tida disengaja. Secara sederhana proses pencemaran adalah
proses berubahnya tatanan (komposisi) air, tanah dan udara oleh kegiatan
manusia dan proses alam, sehingga kualitas air, tanah, dan udara menjadi
kurang serta tidak dapét berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.‘
Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi pada ketiga aspek tersebut
dengan laju yang sangat cepat maupun lambat. Contohnya pencemaran‘ -
yang_diakibatkan olehlimbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk

‘logam berat dan bahan berbahaya lainnya.

Zat atau bahan yang méngakibatkan pencemaran di sebut -polu'tan,

yang dalam hal ini dapat berupa sampah Hal ini dlkarenakan sampah adalah'- o

3 --matenal slsa yang tldak dungmkan setelah berakh:mya suatu proses
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g
Sampah didefinisikan oléh manusia menurut derajat keterpakaianicia
_ Pédahat pada dasarnya sesuai dengan proses-proses alarn yarig terjad fidai
akan muncul konsep sampah, yang ada hanya produlk-prodile yarg
dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung, Akarn
tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkurngan

maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.

Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusiz ataupur
disebabkan oleh alam. Pendekatan limu lingkungan saat ini lebin berfolkus
mengenai proses pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia agar
dapat dimunculkan upaya untuk mencegah dan mengendalikar.
Pencemaran lingkungan tidak dapat dihindari dikarenakan manugia terus
melakukan aktivitasnya dalam mengolah sumber daya yang ada. Sehingga
upaya vyang dapat dilakukan adalah mengurangi pencemaran,
mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian

masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan.

Menurut Gelbert dkk (1996:46-48), jika sampah ﬁdak dikelola
dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan
hngkungan yaitu:

2.9.1. Dampak terhadap Kesehatan
Lokasi dan pengelolaan sampah. yang kurang merﬁadai_- 5

(pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok P

,_bagl beberapa orgamsme dan menank bagn berbagal bmatang sepem ialat'  _ o

| 'dan anjmg yang dapat menjangkltkan penyaknt Potens; bahaya kesehatan

25 -yang dapat dltlmbulkan adalah sebagal benkut (Gelbert dkk 1996 46-48)
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a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virﬁs yang
berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur
air minum.

b. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).

c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu
contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita
(taenia). Cacing ini sebelumnnya masuk ke dalam pencernakan
binatang ternak melalui makanannya vyang berupa sisa
makanan/sampah.

d. Sampah beracun: Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000
orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi
oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut
oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

2.9.2. Dampak terhadap Lingkungan
Cairan rembesan sampah (lindi) yang masuk ke dalam drainase atau
sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati
sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya
ekosistem perairan biologis (Gelbert dkk., 1996). Penguraian sampah yang
dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik,
| seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam kdnsentrasi tinggi s |
| ,dapat meledak (Gelbert dkk., 1996). | o
g A 3 Dampak terhadap Keadaan Soslal dan Ekonomu G
| Dampak—dampak tersebut menurut Gelbert dkk 1996 adalah sebagar

*_:berlkut
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.'Pengelolaan.sampah'yéng kurang baik,ékan membentuk lingkungan yang
kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap dan
pémandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.

: Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.

. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya
tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya
pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan
pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya
produktivitas).

. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan
akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan,
jembatan, drainase, dan lain-lain.

- Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang

tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan

air. Jika sarana penampungan sampah yang kurang atau tidak efisien,
orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini

mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.
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~ BABII
METODE KAJIAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANDUNG

3.1 Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian penelitian ini menggunakan metode
deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti sekelompok
individu, objek, system pemikiran atau peristiwa di masa sekarang untuk
membuat gambaran atau sistematis factual dan akurat mengenai fakta —
fakta. Menurut Churchill dan Lacobucci (2005) penelitian deskriptif berkaitan
dengan proses penentuan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan
antara variable penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menurut
periode tertentu yaitu dengan menggunakan studi cross sectional. Menurut
Umar (2003) cross sectional merupakan pengumpulan data yang
dilaksanakan pada jarak waktu tertentu. Unit analisis atau unit observasi |
dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Bandung yang melakukan
aktivitas pengelolaan sampahbaik yang terkelola dengan baik atau pun tidak.
Penjelasan mengenai metode penelitian yang telah dijelaskan tersebut dapat

dirangkum dalam table berikut 3.1 mengenai rumusan metode penelitian
Tabel 3.1

RumusanMetodePenelitian

Tujuan Jenis Tipe o e . . Waktu
Penelitan | Penelitian Penelitian Unit Analisis/Unit Obsevasi Pengumpulan Data
1 Deskriptif Kuantitatif Persentase pengelolaan sampah Cross Sectional
terangkut )
a) Persentase Sumber
Sampah
2 Deskriptif Kualitatif a) Filosofis Cross Sectional
b) Yuridis
<) Saosial o
3 Deskriptif | Kualitatifdan | a) Berdasarkan Su mber Cross Sectional
: Kuantitatif - b) Berdasarkan Jenis , R ’
4 | Deskriptif | Kualitatifdan | a) Skema Sosialiasi ~ Cross Sectional
' Kuantitatif b) Rancangan ‘ e
Program

3.2 Tekmk Pengambllan Data

Menurut Kotler (2012) ghost. shopper adalah salah satu cara. untukf :

memperoleh gambaran mengenal customer satrsfact:on dengan

mempekerjakan beberapa orang ghost shoppers untuk berperan atau‘.r‘.;-i‘_"‘-_.,"-%s
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berpuré-pura sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. -
Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode quota

sampling dengan kuota sebanyak 300 orang.

3.3 Operasionalisasi Variabel

Dalam mempersiapkan kegiatan pengolahan data, maka dibuat
panduan berupa operasionalisasi variabel yang didalamnya memuat variable
beserta sub variabel sebagai indikator-indikatornya yang terkait. Operasional
varibel berguna sebagai panduan kajian pengelolaan sampah di Kota
Bandung agar terdapat indikator — indikator yang signifikan dalam proses

pengkajian. Operasionalisasi variable dalam kajian ini terangkum dalam tabel

3.2 tentang operasionalisasi variabel.

Tabel 3.2
OperasionalisasiVariabel
Variabel Dimensi Indikator
Karakteristik 1. Timbulan Sampah dan 1. Persentasepengelolaansampah
Responden Sumber Sampah yang terangkut
2. Persentase Sumber sampah
Landasan 1. LandasanPengelolaanS 1. Filosofis
Pengembangan ampah 2. Yuridis
3. Sosiologis
Pembuatan 1. SistemTerpadu 1. BerdasarkanSumber
Skema 2. PeningkatanNilaiGun 2. Berdasarkantenis
aSampah X % i
Sosialisasi - 1. Strategi Perubahan 1. SkemaSoSiélisasi
. Mindset | e e M
2. _Rancangan Program_
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3.4 Lingkup Kajian |
Lingkup kajian dalam ha lini terbagi kedalam sumber data 'yang akan
digunakan. Lingkup kajian berpusat pada masalah serta fenonﬁena terkait: |
system pengelolaan sampah di Kota Bandung. Sehingga diharapkan

diperoleh hasil yang optimal dan diandalkan.

Dalam kajian ini data yang diperlukan dikelompokkan menjadi dua,
yaitu data primer dan sekunder. Secara lebih detail pengelompokan data

sekunder dan primer adalahsebagai berikut:
1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh
suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya menurut
Suliyanto (2005). Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data

primer diperolehdari:

a. Masyarakat Kota Bandung sebagai pihak yang memproduksi
dan sampahdi Kota Bandung berdasarkan sampel dari Sub
Wilayah Kota berupa data-data yang dibutuhkan seperti: jenis
wisata yang disediakan, strategi harga yang diberikan, layanan

yang ditawarkan, dan target pelanggan utama.

b, Wawancara dengan menggunakan metode ghost shoppér'

terhadap PD Kebersihan selakuk penyedia jasake bersihan di

Kota Bandung.




2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang‘ diperoleh dalam bentuk yang sudah
jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak kedua atau ketiga, dan
biasanya sudah dalam bentuk publikasi (Suliyanto, 2005). Data sekunde

rbiasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu.

2907 -
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BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DI KOTA BANDUNG

4.1 Kondisi Timbulan Sampah dan Sumber Sampah

Timbulan sampah merupakan jumlah sampah yang dihasilkan oleh
masyarakat. Jumlah timbulan perlu diketahui guna menerapkan strategi
pengelolaan sampah secara terpadu. Analisis timbulan sampah dilakukan
terhadap kemampuan pemerintah Kota Bandung dalam mengelola sampah
yang dihasilkan. Dilakukan juga analisis mengenai sumber sampah di Kota
Bandung. Seperti terlampir pada tabel 4.1 volume timbulan sampah di Kota

Bandung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sayangnya hal ini tidak diikuti dengan peningkatan volume timbulan
sampah yang dapat terangkut. Data dari tahun 2004 sampai dengan tahun
2013 menunjukan bahwa persentase tertinggi jumlah sampah terangkut
terjadi pada tahun 2004 dengan total sampah terangkut sebesar 46.48
persen dari jumlah sampah yang dihasilkan di tahun 2004. Sayangnya
persentase jumlah sampah yang terangkut semakin menurun hlngga
mencapai titik terendah di tahun 2007 dengan persentase jumlah sampah
yang terangkut hanya berada di angka 27,81 persen.rHaI ini ditambah lagi
dengan ‘ﬂuktUatifnya jumlah sampah yang dapat terangkut di Kota Bandurig. e
Padaﬁal rata — rata sampah terangkut di Indonesia 'berada‘pada angka-56‘

-persen. Hal ini

permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bandung

menunjukan bahwa ada suatu fenomena dalam R
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Volume Timbulan Volume ,
Tahun Sampah Timbulan TSI?nl: ::aahn Pers‘zf/on)tase |
(M3) Terangkut (M3)
2004 2.507.719,86 1.165.652 46,48
2005 2.533.214,48 814.333 32,15
2006 2.533.805,81 815.950 32,2
2007 2.583.126,34 718.276 27,81
2008 2.636.027,83 865.810 32,84
2009 2.696.042,84 1.013.034 37,58
2010 2.760.052,58 978.867 35,47
2011 2.826.452,58 11.773.415 41,65
2012 2.894.414,61 1.080.342 37,33
2013 2.963.511,73 1.253.876 42,31

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Berdasarkan sumber sampah, sampah di Kota Bandung sebagian
besar bersumber dari permukiman dengan persentase 60 — 68 persen.
Sumber kedua penghasil sampah terbanyak ade;iah _kawasan industri dengan
persentase pertahunnya berkisar pada angka 9 — 12 persen. Sumber ketiga
penghasil sampah di Kota Bandung berasal dari penyapuan jalan derigan
angka 6 — 7 persen. Sedanglan Pertokoan dan fasilitas umum masing —
masing menghasilkan 4 persen dari total jumlah sampah yang ada di Kota
Bandung. Dapat disimpulkan bahwa permukiman adalah sumber penghasil
sampah harusnya diberikan perhatian»uta}ma dalam pengelolaan sampah

secara terpadu di Kota Bandung.

4 2Landasan Pengelolaan Sampah Terpadu v

Landasan pengelolaan merupakan sebuah roadmap pengembangan :

5 pengelolaansampah terpadu di Kota Bandung Landasan pengelolaan dlkap AL

"«"-,kedalam tlga aspek utama yaltu aspek f Iosof‘ is, aspek yurldls dan aspek o
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4.2:1 Aspek Filosofis

Perkembahgan kehidupah masyarakat Kota Bandung memerlukan
pergeseran pendekatan pengelolaan sampah secara tradisional yang
sebatas pada proses kumpul — angkut — buang kedalam pola pengelolaan
produksi bersih (4R). Produksi Bersih (clean production) mervpakan
pendekatan industri yang bertujuan untuk mengurangi dakmpak produk-
produk samping yang berbahaya, mengurangi polusi, dan menciptakan
produk-produk yang aman dalam kerangka siklus ekologis. Dalam praktiknya
prinsip produksi bersih dengan pola 4R (reduce, reuse, recycle, dan replace)

dapat diterapkan dengan metode sebagai benkut:

1. Reduce (pengurangan). Mengurangi konsumsibarang atau
material dikarenakan semakin banyak material yang digunakan
berdampak positif terhadap banyaknya jumlah sampah yang

dihasilkan.

2. Reuse (pemakaian kembali): Melakukan pemilihan barang yang
dapatdigunakan kembali serta menghindari penggunaan-
barangdisposable(sekali pakai, buang). Sehingga . dapat
memperpanjang proses suatu barang sebelum menjadi sampah.

3. Recycle (pendauran ulang) :Melakukan proses daur ulang
sampah yang dihasilka. Meski tidak semua bérang dapat didaur '

ulanggker‘nbali saat »iniv‘sudah banyak industri non-forma‘l»_ davn :

_indus’tri _rurriahtangga yahg menggunakan.sampah_ Untl’lk(d_id A S Sy

ulang sebagan bahan baku produksn

e _r‘hrRepIace (penggantuan) o Melak”ka" Peﬂggantlan barang‘i’-:-. :

i ;__,_I..;:;_yang dlgunkan dengan barang yang Ieblh ramah Imgkungan Ha|if_:;;in e
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ini dikarenakan barang yang ramah lingkungan dapat lebih mudah
untuk terdegradasi secara alami.

4.2.2 Aspek Yuridis

Pentingnya 'pengefolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat
dilihat berdasarkan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.Beberapa
peraturan dan undang-undang lainnya di Indonesia yang terkait dengan

pengelolaan limbah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada
Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan : Upaya kesehatan
lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang
sehat, baik fisik, . kimia, biologi, maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, pasal 22 tentang Pengelolaan, Penanganan Sampah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 201 2
tentang Pengelolaén Sampah Rumah Tangga dan 'Sarn‘pah;_ .‘ :
Sejenis Sampah Rumah Tangga. _ o8
15, .PERDA- Kota - Bandung Nomor 06 tahun 2011 tén‘tangl..‘ o
: ‘peﬁyelenggaraan,' .p_erlirid'Ung_an dan pehgé(olaan llngkungan : ot
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terkait dengan pengelolaan limbah sebagai berikut (WHO, 2005).

1. The Basel Convention :Membahas mengenai limbah berbahaya.
linfas negara. Konvensi ini menghasilkan kesimpulan berupa
hanya limbah berbahaya resmi yang dapat diekspor dari negara
yang tidak memiliki fasilitas atau keahlian untuk memusnahkan
limbah tertentu secara aman ke negara lain

2. The “populler pays” Principle : Menegaskan bahwa semua
penghasil limbah secara hukum dan finansial bertanggung jawab
untuk menggunakan metode yang aman dan ramah lingkungan
dalam proses pembuangan limbah yang mereka hasilkan.

3. The “precautionary” principle : Berisi mengenai prinsip kunci yang
mengatur masalah perlindungan kesehatan dan keselamatan.
Dalam hal penangan sampah ditegaskan bahwa pentingnya
penanganan sampah secara preventif.

4. The “duty of care” principle  :Menetapkan bahwa setiap individu,
kelompok, atau organisasi yang menangani atau mengelola zat
berbahaya atau peralatan yang terkait dengannya, secara etik
bertanggung jawab untuk menerapkan» kewaspadaan tinggi dalam
menjalankan tugasnya. L

% 4‘.273 Aspek Sosiologis
| Aspék sosidlogis merupékan‘ hal yang penting dafam ’pen‘e'rapar"'l'_ '.
: snstem pengelolaan sampah secara terpadu Hal ini dlkarenakan dinamlka-_ A

2: sos:al yang terjadi pada setlap masyarakat merupakan tolak ukur dalam_‘i 0

;';,_penerapan sosnahsas: metode pengelolaan sampah secara terpadu dl Kotaff r‘_:fi_:
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g , BandUng. Selain itu, dalam merancang sebuah ‘sistem pengélolaan,pérl‘u' I. S

diketahui terlebih dahulu mengena| karakteristik dan pengguna sistem -
tersebut Dalam hal karakteristik pengguna S|stem tersebut ada!ah

masyarakat Kota Bandung yang diukur kedalam indikator sebagai berikut; .

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan  : Tingkat pendidikandapat'
menjadi dasar gambaran perilaku pengelolaan sampah
masyarakat Kota Bandung seperti terlampir pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No | Perilaku Masyarakat Tingkat Pendidikan Jumlah

SD/SLTP SLTA P. Tinggi
F % F % F % F %

1. | Membuang sampah | 17 | 28,9 | 35| 40,3 | 124 |80,5| 176 | 58,7
pada tempat
sampah

2. | Membakar sampah 24 | 40,6 | 32| 356 | 26 |16,2| 80 | 26,7

3. | Membuang sampah | 18 ) 30,56 | 21 | 24,1 3 331 44 | 146
sembarangan

Jumiah 59 | 100 | 88 | 100,00 | 153 | 174 | 400 | 100

SRS .'I'masyarakat Kota Bandung dengan tlngkat pendtdlkan t:nggl (80 5%)”‘;‘;

:“..-"g","sedangkan masyarakat dengan tmgkat pendndlkan sdlsltp cenderungv;

Sumber: Diolah dari Data Pengkajian

Seperti terlampir pada tabel 4.2 mayoritas masyarakat Kota Bandung

A telah memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya (58'7%) A

‘sedangkan sisanya memlllh untuk membakar sampah setelah dlkumpulkanf S

(26 7%) dan membuang sampah sembarangan (14, 6%) Menanknya_,_;"_,f

"persentaSI untuk membuang sampah pada tempatnya dldom:naSI oleh‘j_f

o ';-_,-v.'l,;"membakar sampah (40 6%) dan membuang sampah sembaranganﬂ_ 30 5%)




RPN

‘Menariknya - berdasarkan ,wéwancara mendalam terhadap" f‘sebagian '

responden ada kecenderungan yang masih tinggi dalam membuang sampah

‘tidak pada tempatnya apabila tidak tersedia fasilitas pembuangan sampah.

Tentunya penyedian tong sampah di beberapa titik di Kota Bandung dapat

menjadi sebuah solusi dalam mengurangi gejala perubahan kebiasaan ini.

2. Berdasarkan Tingkat Pendapatan :Tingkat pendapatan dapat dijadikan

sebagai alat pembeda dalam perilaku keseharian masyarakat
mengelola sampah. Tingkat pendapatan masyarakat Kota Bandung
dibagi kedalam tiga klasifikasi yaitu kecil, menengah, dan tinggi. Tingkat
pendapatan kecil adalah masyarakat Kota Bandung dengan
pendapatan perbulan kurang dari Rp. 1.500.000,00; tingkat pendapatan
menengah adalah masyarakat Kota Bandung dengan pendapatan
antara Rp. 1.500.000,00 - Rp. 7.500.000,00; dan tingkat pendapatan
tinggi adalah masyarakat Kota Bandung dengan pendapatan diatas Rp.
7.500.000,00. Data terkait perilaku pengelolaan sampah masyarakat

Kota Bandung berdasarkan tingkat pendapatan secara detail terlampir

~ pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan ‘
‘ i Jumlah
No Perilaku Masyarakat Racil Wenengah | Tnggi 1~ =~ .
F % F'| % | F % ; F % v
1. Memilah berdasarkan 181225 | 85 | 528 | 25 [ 42,4 | 128 [ 42,7 | e
-| bentuk - 3 :
2. | Mengolah sampah secara : 37 46,3 | 43 | 26,7 | 19| 32,2 | 99 .33, |
1 . | mandiri : 1 ol eeta] : JiT W st
3. | Melakukan daur ulang 12813131 33 20,5 1151254 | 73" 224,31 A L
sampah S okt G (RNES B R et
e Jumlah s St [f 80 100‘ '161 :‘ ;100 581100 3_097 MO0

Sumber Dlolah dan Data Pengkauan
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Séperti terlampir pada tabel 4.3 mayoritas _masyarakat‘ Kota
Bandung telah memiliki kesadaran untuk mevmilah sampah 'berdasarkan.
bentuknya (42,7%) sedangkan sisanya memilih. untuk mengolah'sampah_
secara mandiri (33%) dan melakukan daur ulang sampah (24,3%).
Menariknya persentasi untuk melakukan proses daur ulang sampah
didominasi oleh masyarakat Kota Bandung dengan tingkat pendapatan kecil
(31,3%) dan menengah (20,5%). Sedangkan kesadaran masyarakat dengan
tingkat pendapatan tinggi untuk mendaur ulang sampahnya masih sangat
minim (25,4%). Hal ini dikarenakan mayoritaas masyarakat dengan tingkat
pendapatan tinggi cenderung memiliki pendekatan praktis dalam mengelola
sampahnya dengan hanya menunaikan kewajiban mereka dalam proses
memilah sampah berdasarkan bentuknya (42,4%). Sedangkan masyarakat
dengan tingkat pendapatan menengah kebawah melakukan proses daur
ulang sampah karena peka terhadap nilai guna dari sampah meningkat

setelah dilakukan proses daur ulang.

3. Berdasarkan Pekerjaan :Pekerjaan dapat dijadikan sebagai alat
pembeda dalam perilaku kepedulian masyarakat dalam pengelolaan

sampah. Kepedulian masyarakat diukur melalui sikap masyarakat

terhadap perilaku individu yang membuang sampah tidak- pada

tempatnya Data perilaku kepedulian masyarakat dalam pengelolaan

sampah berdasarkan pekerjaan terlamplr pada tabel 4 4.

Masyarakat Kota Bandung dapat disimpulkan memiliki kepeduhan' 2

; yang rendah terhadap penlaku masyarakat yang tldak membuang sampah.‘ .

~ pada tempatnya mayontas masyarakat Kota Bandung cenderungfi_’__,:‘7*','

i' :mendnamkan penlaku mdlwdu yang membuang sampah tldak pada;;f':'. g

"v--:-':'_zl'.tempatnya (82 7%) sedangkan untuk menegur :ndlwdu yang tldak";’”
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membuang sampah pada tempatnya hanya ada pada angka 14%. Tentunyé
rasa kepedulian masyarakat memegang peranan penting dalém mengluréngi
proses pembuangan éampah yang tidak pada tempatnya karena terbentuk
sebuah norma bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya merdpakan
sesuatu yang memalukan dan pada akhirnya mengurangi jumlah sampah
yang dibuang tidak pada tempatnya.

Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pekerjaan

Pekerjaan

Jumlah

No Peri
ertiakn:Musyarakat Pelajar Swasta Negeri

F % F % F % F %

1. Melapor pada pada pihak 2 1,6 3 3 5 6,6 10 33
berwenang

2e Menegur 18 14,7 16 1581 8 105 | 42 14

3. Mendiamkan 103 | 83,7 | 82 | 81,2 | 63 | 82,9 | 248 | 82,7

Jumlah 123 | 100 | 101 | 100 | 76 | 100 | 300 | 100

Sumber: Diolah dari Data Pengkajian

4. Berdasarkan Ukuran Rumah : Ukuran rumah dijadikan sebagai
rujukan dalam perilaku keseharian masyarakat Kota Bandung
terutama dalam penyediaan fasilitas tempat pembuangan sampah.
‘Ukuran rumah dibagi kedalam 3 tipe utama yaitu <50m? 50m?
400rr.12 dan >400m? Data perilaku mésyarakat Kota Bandung‘
berdasarkan ukuran rumah terlampir di tabel 4.5.
Mayoritas masyarakat Kota Bandung telah memiliki fasiltas tempat"" b
h baik d: luar maupun di dalam rumahnya Sayangya fasnhtas

s'ampa
tempat sampah terplsah (organlk dan anorgamk) hanya dlmlllkl oleh FIEhE

. _21 3% . responden Hal |n| menunjukan bahwa kemgman melakukanf,".‘»;-i e

S pemllahan sampah orgamk maupun anorgamk masm terkendala oleh :

fasmtas penunjang yang dlperlukan : o o
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Tabel 4.5 Karakteristik Berdasarkan Ukuran Rumah

Ukuran Rumah
. - Jumlah
No ' Perilaku Masyarakat <50m° 50m” - 300
400m’ :
F| % F % F % F %
1. | Tempat sampah di dalam dan luar ruangan 18 | 254 | 51 | 32,1 | 32 | 45,7 { 101 | 33,7 ‘
Tempat sampah di luar ruangan 46 | 648 | 76 | 47,8 113 | 8,6 | 135 | 45
3. | Tempat sampah terpisah (organik dan 7199 | 32201 |25]357]|.64 {213
anorganik)
Jumlah 711 100 | 159 | 100 | 70 { 100 | 300 { 100

Sumber: Diolah dari Data Pengkajian
4.3 Skema Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandung terbagi kedalam
dua bagian sesuai dengan beban tugasnya. Pertama pengelolaan sampah
dari sumber ke TPS yang menjadi beban tugasindividu atau brganisasi
penghasil sampah. Kedua, pengelolaan dari TPS ke TPA yang menjadi 7
beban tugas Pemerintah Kota Bandungdalam hal ini diserahkan kepada PD
Kebersihan.Tugas PD Kebersihan sebagai penyelenggara pengelqlaan'
sarﬁpah Kota Bandung berupa penyediaan fasilitas pewadahan dan
pemilahan sampah di TPS serta fasilitas pengumpulan sampah berupa TP_S,‘
- Dalam proses peningkatan nilai guna dari sampah maka prbses pelaksanaan.
terbagi kedalam dua tahapan yaitu skema pengelolaan sampah rumah .
% fangga berdasarkan sumber sampah dan péningk_atan nilai ‘gu-na'_l :
. berdasarkan jenis sampah. ' % i

i 2,2 Pengélofaan Sampah Berdasarkan‘ Sumber Sampah -

' Pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan sumber sampah ds

_lKota; Bandung dlklasmkasnkan kedalam tlga sumber utama yaltu rumah

sekolah dan fasuitas umum kawasan komersnal pusat

| "i}ﬂtangga, perkantoran.
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fperdagangan dan pasar Dari: tiga sumber utama tersebut dlgunakan‘ |
‘ Iandasan produksi bersih yang terangkum dalam 4R (reuse reduce recycle :

dan replace) Sehingga strategi penglolaan sampah dapat tepat guna sesuai

dengan sumber sampah tersebut dihasilkan.

Tabel 4.6 Strategi Praktis Pengelolaan Sampah Berdasarkan Sumber Sampah

Landasan
Reuse °

Solusi
Penggunaan kembali kemasan atau wadah dengan funngsi
yang serupa.

* Penggunaan Kantong belanja yang dapat digunakan
kembali.

e Penggunaan kembali oli mesin motor sebagai pelumas
rantai sepeda motor.

+ Penggunaan kembali botol bekas minuman sebagai wadah
minuman.

e Memperbaiki barang — barang yang rusak jika masih bisa

diperbaiki.
Reduce e« Mengurangi pemakaian produk sekali pakai.

e Mengurangi pemakaian kantong plastik.

e Mengurangi pemakaian tisu dan tisu baséh. 7

e Penjualan dan pemilahan barang bekas yang layak pakai
untuk disumbangkan. -

« Mengurangi jumlah sampah anorganik dan organik dengan

melakukan optimisasi konsumsi.
Recycle Memilih produk dengan kemasan yang mudah terural

. Melakukan pengolahan sampah organlk menjadl pupuk
kompos L
. Melakukan daur ulang sampah non — orgamk menjadl :

barang yang memiliki nilai guna
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. Replace < Penggantian baterai disposable dengan baterai
| rechargeable
Penggantian tisu dan tisu basah dengan lap kain -

g » Penggantian kantong plastik dengan kantong belanja yang
' dapat digunakan lebih dari satu kali

e Melakukan penggantian pencatatan manual menjadi secara - |
digital
» Mengganti produk non — degradable dengan produk
degradable
2. PERKANTORAN, SEKOLAH DAN FASILITAS UMUM

Reuse «  Penggunaan kembali alat kantor yang masih layak pakal
e Penggunaan sisi kertas yang masih kosong untuk
pencatatan.
¢ Mereparasi barang apabila masih layak digunakan

Reduce e Mengurangi jumlah kertas yang digunakan dengan

penggunaan kedua sisi kertas.

¢ Pengurangan penggunaan alat tulis sekali pakai

¢ Penggunaan insinerator untuk sampah yang tidak dapat
digunakan kembali

 Kurangi penggunaan bahan sekali pakai.

¢ Mengatur perencanaan pembelian kebutuhan bahan
perkantoran sehingga diperoleh efisiensi

Recycle Pengolahan sampah kertas menjadi kertas kembali

+ Pengolahan sampah organik menjadi kompos.
e Melakukan Pemilahan sampah organik dan anorganik

[ ]

Replace Penggantian air minum dalam kemasan dengan isi ulang
~ dalam penjamuan.tamu - »
e Mengutamakan peralatan makan yang dapat dlgunakan

kembali bukan dlsposable :

Penggantian manajemen pengarsnpan kedalam dugutal

3 KAWASAN KOMERSIAL, PUSAT PERDAGAN_GAN_ DANPASAR
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Penggunaan kembali sampah yang dapat dimanfaatkan untuk |

produk lain, seperti pakan ternak. _ ‘

Pemberian insentif kepada para konsumen yang membawa
kantong belanjaan pribadi yang dapat digunakan berkali — kall ’
atau kantong belanja yang dijual oleh supermarket ‘
Penyediaanfasilitas perlengkapan untuk refi kembali'produk -

isi ulang (minyak, minuman ringan).

e A A

Mengurangi persentase bangunan semi permanen menjadi
permanen.

Reduce o

Pengenaancharge/blaya lebih bag| pembeli yang meminta
bungkusan untuk produk yang dibelinya.

Pembuatan produk dengan kemasannya tidak menghasilkan
sampah dalam jumlah besar.

Menerapkan kenaikan biaya kantong plastik kepada
konsumen untuk mengurangi sampah kantong plastik |
Memprioritaskan penjualan barang tidak sekali pakai

Recycle

Memprioritaskan penjualan produk daur ulang

- Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos

Memberikan harga special bagi konsumen yang membeli
produk daur ulang _
Pengoptimalan kembali proses produksi dengan konsep Zero
Waste.

Mengolah kembali sampah anorganik.

Replace .

5 samoah yang bisa terkelola menjadi uang.

Berikan insentif oleh produsen bagi pembeli yang ‘
mengembalikan kemasan yang dapat digunakan kembali.
Minimalisasi penggunaan kemasan pada setiap
produk ‘
Pencatatan transaksi menjadl digital |
Kertas Bon dapat dllakukan pengganhan dengan :
email sebagal bukti pembayaran ;
' Pembentukan bank sampah untuk mengonvers:

Sumbe,r:_Dlolah dan Data_Pengka]_nan S

s Sehnﬁgga secara umum proses pengelolaan sampah berdasarkan

S A,;___s“umbern

ya berfokus pada smergt antara produsen dan konsumen 1tu sendm
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Dan sisi produsen pembenan insentif terhadap produk hijau dan degradéble
dapat mendorong konsumsu produk tersebut yang pada akhirnya secara
perlahan menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat untuk membeli produk -
hijau. Dari sisi konsumen perlu ada komitmen untuk melakukan perubahan

‘pola pembelian barang — barang yang tidak dapat terdegradasi menjadi

pemrioritasan pembelian barang — barang hijau.

Non-
degradable
Product

Degradable
Product

Gambar 4.1

Pola insentif dan disentif pengelolaan sampah berdasarkan sumber

Sehingga dengan adanya skema disentif dan insentif terhadap
pengelolaan sampah dari sisi konsumen dan produsen diharapkan teljédi
peningkatan produksi degradable product dan penurunan produksi non —
degradable'product. Peningkatan produksi degradable product pada ékhirnya
ménaikan persentase jumlah sampah yang dapat dengan mudah
terdegradasi yang sevcara tidak langsung mengurangi biaya pengelolaari_ ‘

sampah di Kota Bandung.

Walaupunmasyarakat tidak keberatan dengan adanya retnbusr e

samﬁah namunalangkah balknya jika Pemerlntah Kota Bandung turut'-"»f i)

S membenkan lnse

i »"pemllahan sampah

ntlf pada masyarakat Kota Bandung yang melakukan“'.v_;s_;

lnsentlf dlbenkan untuk memotwasn masyarakat Kota:{‘:‘-; :
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Bandungmemiliki  tingkat partisipasi tinggi dalam prose pemitzhan
sampah.Insentif yang diberikan dapat dalam bentuk pengurangan retribusi
bagiwarga masyarakat yang melakukan pemilahan sampah.Sedangkan bég%

warga yang tidak melakukan pemilahan sampah, tetapmembayar retribusi.

Ini sejalan dengan amanat UU No 18 Th 2008 Pasal 18.

,.
b €
it

t\“' k1 BT
cantzk

Beberapa jenis produk yang beredar di pasaran terutama Kota
Bandungsebagian besar membutuhkan tingkat pengemasan yang kompleks
dikarenakan mempunyai fungsi yang berbeda. Padahal dengan
meminimalisir pengemas ini, jumlah sampah dan biaya yang dibutuhkah
untuk melakukan pengolahan dapat berkurang secara signifikan. Sehingga
perlu ada upaya untuk mengampanyekan trend pengemas yang mudah
dipiéahkan satu sama lainnya bukan pengemas yang sqlitdipisa_h sépeyti'
bahan polyethylene yang dilapis oleh kardus/karton, disatukan dengan lem

secara kuat dan sebagamya sehlngga sulit- dlpnsah Sehingga di Kota_ \

Bandung perlu ada upaya mmlmahsas.l snstem pengemasan bertmgkat

~seperti terlamplr pada gambar 42 |
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Gambar 4.2
Tingkatan Pengemasan Produk

Sehingga berdasarkan UU No.18 Tahun 2008, Peran produsen yang
menggunakanpengemas untuk memasarkan produknya menjadi mata rantai
awal dalam sistem pengelolaan sampah. Oleh karena itu pfodusen
disarankan untuk menggunakanExtended Producer Responsibility (EPR),
berupa strategi dengan menginternalisasikan biaya lingkungan ke dalam
biaya produksi sebuah produk dan tidak sebatas pada produk utamanya,
termasuk pula pengemas dari produk utama tersebut. Biayalingkungan,
seperti biaya penangan residu atau limbah yang muncul akibat penggunaan
produk tersebutmenjadi bagian dari komponen harga produk yang
dipasarkan tersebut. Dalam pengaplikasikannya dalam pengelolaan sampah

rumah tangga dapat diterapkan empat langkah utama yaitu:

1) Optimalisasi penggunaan bahan baku dalam proses produksi.
2) Meningkatkan nilai guna barang sehingga dapat dilakukan upaya
reparasi pada barang yang rusak diantaranya dengan meiakUkan L
| upaya sérvis bergaransi. |
- #8) Meiékuk_én skema pengembalianz prodgk 'fbekas termasuk

kemasan

yang berasal dan hasnl daur—ulang

4) Memngkatkan penggunaan bahan bakudan menghasulkan produk'-f T
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422 Pemanfaatan Sampah Rurﬁah.'Tangga Berdasarkan Jenié |
Pemanfaatan sampah pada dasarnya telah dimﬁlai sejak lama. Di
Indonesiapun, khususnya pada kawasan pertanian masyarakat me_ng‘eﬁ-al-.l
daur ulang sampah terutama yang merupakan sampah organi seperti sisa '
~ makanan, daun-daunan dsb. Upaya pengelolaan persampahan di Kota -
Bandung sebagian besar masih berfokus pada sektor informal, seperti

tukang servis elektronik, petugas sampah, pemulung,pedagang sampah

(tukang loak), bandar/lapak dsb.

Sehingga sebaiknya pengelolaan sampah di Kota Bandung
menggunakan konsep penanganan pendahuluan. Penanganan pendahuluan
bertujuan untuk memperolehhasil pengolahan lebih baik dan memudahkan
penanganan lanjutan yang dilakukan. Fokus utama adalah pengelompokan

limbah sesuai jenisnya dan pengurangan volume sampah.

Upaya pengelempokan dilakukan melalui pemisahan komponen sampah
mulai dari sumber sampai ke proses akhirnya. Karena sampah tersebut |
masih murni dalam pengertian masih memiliki sifat awalyaitu belum
tercampur atau terkontaminasi dengan sampah lainnyaUpaya penﬁilahanv

sangat dianjurkan dan hendaknya diprioritaskan sehingga termasuk yang

- palih_g penting didahulukan.

'Seteléh tahap .pendahuluan pemanfaatan sampah berdasérkah jénis "

: dapat dllakukan tanpa dllakukan pengolahan terleb:h dahulu ataupun melalus AR

' pengolahan terlebih dahulu Proses pemllahan sangat berguna terutama; i

. dalam pengelolaan sampah- anorgamk Hal ini dlkarenakan umumnya

Sampah anorganlk leblh suht untuk dlolah tanpa adanya teknologl yang




i langsung kepada pengepul.Harga'jual samlpah rumah tangga anorganik di.’
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Kota Bandung berdasarkan jenis terlampir pada tabel 4.7,

Tabel 4.7 Harga Jual Sampah Rumah Tangga Anorganik di Kota Bandung

Jenis barang Harga (Rp/kg)

Aluminium (kaleng séftdrink) | - 15000 |
Bak plastik 1800 |
Besi kualitas baik 2100
Besi kualitas rendah 1006
Botol kaca besar (bir) 700
Botol kaca besar (kecap, sirup) 700
Botol kaca kecil 25'0
Gelas air mineral bersih 8500
Gelas air mineral kotor 4200
Kardus 1400
Karet 1100
Kertas duplek dli 300
Kertas HVS ‘2800
Kertas koran 2000 |
Plastik campuran (rafia, sedotan, dll) 600
Plastik HD 700

[ Plastik PE 1400

| Piastik PP (ening) ‘ 7 |
; j Plasuk PP Egrwarna (#;l, kémasa‘ndeterjen)‘ ',700 |

- [PlastikPralon

Suiﬁberf"Survéi M'an’di_r_i” ,15'11': Comeis e




Pengeloiaan sampah anorganik dan orgamk di Kota Bandung jlkai

dilakukan pengelolaan lebih lanjut dapat menggunakan tiga metode utama i

Ketiga metode tersebut adalah:

1)

5

- ‘:-‘}adalah tmgglnya blaya pemlsahan sampah yang sudah tercampur

Direct recycling : Aspek biaya dan kualitas menjadi perhatian

utama pada saat memutuskanpengelolaan sampah direct
recycling.Contohnyakemasan kaleng bekas.Ketika kemasan
kaleng tersebut tiba di produsenminuman dan dianggap kurang
layak untuk digunakan ulang,kemasan kaleng tersebut dikirim ke
pabrik pembuat kemasan untuk dilebur dan dijadikan bahan
pembuat kemasan kaleng baru (recycling). Pada tahap ini estimasi
biaya yang dibutuhkan sebaiknya diperhitungkan agar tidak
menjadi lebihtinggi dibandingkan reuse. Sehinnga bilabiaya direct
recycle lebih mahal dibandingkan biaya dari bahan bahan baku
langsung, misalnya karena adanya biaya pengangkutan dan
pemrosesan, maka pilihan ini kurang menguntungkan un‘tuk
diteruskan. Pertimbangan lainnya adalah bahan yang diproses
dengan metode ini kemungkinan mengalami degradasi kualitas ‘

terutama kertas atau plastik.

'Indirect 'recycling i Merupakan tahapan Pengeiolaan’flanjut‘an_ :
“setelah proses dlrect recyclmg Tahapan ini dllakukan apablla"
kualttas sampah yang tersedla sudah kurang begitu ba|k dan_“"

'bercampur dengan bahan lain. Pertlmbangan utama metode lm_

..ftersebut Mlsalnya kemasan alr mmum dalam kemasan, ternyata ;



- Pemenntah dan masyarakat

 dari sudut kualitas bahan kurang balk sudah pecah dan’v

| bercampur dengan warna lain. Sehingga akhirnya botol air minum ¢

dalam kemasan tersebut digunakan dengan bahan-lainnya seCara
‘campuran. Proses indirect recycling mempunyai resiko yéitu
peningkatan biaya bila hendak didaur-ulang kembaliterutamabila
suatu sampah ingin dikembalikan sebagai raw-material.

3) Landfilling

Tahapan ini adalah tahapan terendah dari pengelolaan sampah.
Landfilling atau insinerasi adalah upaya menangani sampanh yang
telah tidak mempunyai nilai lagi untuk didaur-ulang.

Usulan model yang dikombinasikan melalui sistem pengelolaan
sampah baik melalui skema insentif, disentif, pemilahan, direct recycling,
indirect recycling, dansanitary landfill belum secara detail membahas
mengenai kebutuhananggaran pengelolaan. Hal ini dikarenakan fokusr utama
adalah bagaimana skema pengelolaan sampah rumah tangga di Kota
Bandung dapat segera dimulai, diimplementasikan, dikendalikan, diawasi
dan dievaluasi. Pemerintah Kota Bandung sebagai regUIator berhak

membuat kebijakan tentang pengelolaan sampah.

PemerintahKota Bandung merupakan pihak yang paling tepat sebagai
inisiator agarskema ini menjadl gerakan masyarakat.Selain ltu masyarakat

'~ perlu dlllbatkan dalamproses perencanaan terutama dengan membma ;

3 komumkasn melalm plhak yang memlhkl kemampuan sebagalfasnhtator antara §on

el masyarakat tokoh agama LSM akademlsmtau sebagamya yang dlpercaya i

o , olehmasyarakat dan pemenntah dan mem|||k| kemampuan sebagan fas,l_ttat0r

Fasmtator tersebut dapat berupa tokoh
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Hal Utama yang harus disampaikah perfama kali dalam sos:ahs‘aé;.: : |
adalahtentang manfaat pengelolaan sampah.Pemerintah Kota Bandung'-}_”
sebalknya menga;ak para fasilitator untuk melakukan studlbandmg ke daerah‘
yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan sampah.Fasilitator tersebut
kemudian mengkomunikasikan denganmasyarakat tentang manfaat kegiatan
pemilahan sampahdan pengalaman daerah lain yang sudah berhasil. Selain
itu, fasilitatorberperan menjaring masukan dari masyarakat dan produsen

sampah tentangpengelolaan sampa yang nantinya didiskusikan dengan

pemerintah untukmenyempurnakan konsep yang sudah ada.

Hasil penyempurnaan konsep berupaskema perencanaan yang
disepakatipemerintah, kalangan produsen dan masyarakat. Konsep yang

disepakati tersebut nantinya memuat:

1. Mekanisme pengelolaan operasional.

2. Mekanisme pengelolaan pengendalian.

3. Mekanisme pengelolaan pengawasan.

4. Mekanisme pengelolaan pembiayaan.

5. Mekanisme pengelolaan evaluasi dan pelaporan.

6. Jobdesk masyarakat Kota Bandung, Produsen, dan Pemerintah
Kota Bandung
4. 4Strateg| Perubahan MmdsetPengeIoIaan Sampah
Keberhasnlan pelaksanaan program reduksu sampah tldak terlepas"_ St

dan keterhbatan masyarakat Kota Bandung perlu mempunyal program: :

pengelolaan sampah mandm bel'baSlS komumtas Adapun mekamSme-.‘;J‘

pelaksanaan program berbasns komunltas adalah sebagan benkut 5




Y

Mglaksanakan ~ kegiatan pendampingan ‘dénganf bekérjasamé\ y
| dengan-.Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).' . .
2. Melaksanakan kerjasama dengan  komponen masyarakat..
terutama di lingkungan RT/RW melalui Ibu — Iby -PKK' .

3. Menyelenggarakan lomba kebersihan dengan‘ bekerjasarﬁd
dengan para sponsor terkait dapat berupa lomba di tingkat
kecamatan, kelurahan, dan tingkat Kota Bandung.

4. Melakukan operasi yustisi atau inspeksi langsung pada kantong —
kantong wilayah untuk melihat dan memberikan saran mengenai
pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandung.

5. Melakukan sosialisasi kembali slogan Bandung BERHIBER
bersih, hijau,dan berbunga melalui setiap kecamatan.

Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mereduksi sampah pada
sumber utama sebaiknya bekerja sama dengan LSM dan industri .
perusahaan terkait terutama melalui program Corporate Social Responsibility.
Pendekatan-pendekatan lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota

Bandung dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kota Bandung untuk

mengelola sampahnya adalah sebagai berikut:

1) Kawasan “Nandeur Sampah”

i Pengelalaan
j Kompos-
Kawasan .

: Gambar4 3 _\ B
ontohan Kawasan Nande‘ r’:Sampah ;

‘Kawasan Perc




'sarana untuk mengubah mind

Merupakan kawasan Dercontohan pengelolaan sampah sebagél
-set masyarakat yang cenderung, -
lebih- mudah berubah ‘apabila melihat langsung keberhas&lan[.
secara nyata.SeIain itu, kawasan percontohén'ini dapat dibéntﬁk

oleh pemerintah Kota Bandung dalam memperkenalkan teknologi

pengolahan sampah rumah tangga kepada masyarakat.

2) Kader “Bandung Resik Juara”

3

"‘Ngapmg Resik”
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Gambar 4.4

Kader Bandung Resik Juara

Program Kader lingkungan pengelolaan sampah rumah tangga
terpadu yang diadakan melalui program pelatihan dan pendidikan.'« '

Pada pembentukannya dapat bekerjasama dengan P'D""'

erbersnhan Kota Bandung dan Komunitas lbu - lbu PKK

Tu1uannya adalah secara rutin menyelenggarakan keglatan

| penyuluhan bagi warga Kota Bandung.

| f:Tu;uan IanjUta" dan pembentukan Kader “Bandung Res:k Juara

-'adalah menmgkatnya tlngkat parhsnpasn warga dn sekltar tempat-‘

"'3"vi"'~£'t‘.~t|ngg al kader yang dapat melaksanakan keglatan pemllahanvdan




_60_ 2%
pengolahan sampah terutama di daerah domisilinya. Keglatan ini .
terangkum dalam program ° ‘ngaping reS|k”‘d| daerah domisili'
kader. Sehingga penetrasi pengelblaan sampah rumah tangQa

dapat dilakukan melalui metode bottom up.
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Gambar 4.5
Kegiatan Pendampingan Ngaping Resik

Kegiatan ngaping berupa pendampingan warga dalam
melaksanakan aktivitas pengelolaan sampah di tingkat rumah
tangga terhadap warga dari satu dasawisma atau 1 RT. Sehingga
tingkat pengetahuan masyarakat mengenai métode pengelolaan
sampah dapat meningkat yang berdampak pula pada

meningkatnya kemgman untuk melakukan pengelolaan sampahV"

rumah tangga secara mandm




' 4) Pengadaan prasarana

5 yang dituju yang dapat berupa pengembangan peta yang dlgagas e

“§):

Kegnatan nyawang" dilakukan oleh para kader melalu: kunjungan

Gambar 4.6

Contoh Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah

PD Kebersihan dapat bekerjasama dengan LSM dalam rangka
pengadaan komposter rumah tangga (KRT), keranjang Takakura,
pengadaan gerobak sampah dan pembangunan rumah kompos.
Pemberian fasilitas tersebut dapat menggunakan sistem
sponsorhip dengan perusahaan lain atau instansi pemerintahan
seperti Dinas Pendidikan Nasional, PLN, dan sebagéihy’a._
Prasarana ini selanjutnya dibentuk menjadi sebuah peté_'.untuk

memudahkan masyarakat dalam melakukan akses ke tempat

_oleh forum huau Bandung

"Nyawang

3 "'.-‘langsung, atau melaIUI telepon Keglatan mr bertu;uan untuk:

memperoleh Informasn yang dapat menjadl W?Sllka" ”-bag___.

‘orgamsasn pemberdaya

masyarakat jLurah dan 'PD Kebersi
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5 5 pengaturan

: '.“berada pada puncaknya

Kota Band ‘ o ‘ 62  
ndung untuk memngkatkan klneqa pengelo!aan sampahr

dnsumber sampah secara sesuai.

Gambar 4.7

Contoh Program Nyawang

Pengembangan lanjutan adalah inspeksi langsung dari kepala
pemerintahan daerah dalam hal ini Walikota Bandung agar turut
memotivasi masyarakat yang ditemui dalam hal pengelolaan
sampah rumah tangga secara t_erpndu di Kota Bandung; :

“Mlceun dina Caang Bulan” |

Merupakan program pemenntah Kota Bandung dalam rangka\ :

jam buang sampah rumah tangga di Kota Bandung [ i

ah dlmulal ketlka bulanf-_.f‘:_:-fr"

»-Kebljakan waktu pembuangan samp
(Pukul 21 30) hlngga fajar menymgsmg




, masyarakat dalam melakukan aktrvxtas pembuéngan S'a ..h_
Mmpah

dikarenakan aktifitas masyarakat cenderung berkurang dan tidak ‘. .

W, ] P2zt Ko Tt Glerg 8eof
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Gambar 4.8

Pamflet Sosialisasi Program Miceun Dina Caang Bulan
Sosialisasi mengenéi kebijakan jam buang sampah rumah tangga
dapat dilakukan secara terpadu ataupun secara pars:al Materi
sosialisasi dapat berupa surat himbauan wahkota yang bensn
mengenai wakiu pembuangan sampah yang dikemas dalam
program “miceun dina caang bulan”. Penanggungjawab sosialisééi :
édalah para pejabat terkait seperti PDKebersihan, kécamétan ‘
kelurahan maupun kepala lingkungan. Dalam proses sosmhsas{ s
prosesnya dapat mehbatkan kader Bandung resnk Juara sehmgga v |
ketercapalan sosmhsas: dapat menlad' efekt'f dan tepat sasaran

- :7)' DlsemmaSI kegsatan : ;

'. Masyarakat melakukan dcsemmaSI keQ'ata" pemllah,an. .qa',l L

Lo e pengolahan sampah balk secara aktlf maupun Pasrf'




Gambar 4.9
Diseminasi Aktif
* Diseminasi aktif: Masyarakat bersama kader lingkungan secara
aktif memberikan penyuluhan dan pelatihan di kawasanbinaan
bagi masyarakat luar. Hal ini menjadikan daerah binaan
menjadi pusat pembelajaran sekaligus mengubah lokasi yang
semula memiliki kecenderungan tertutup menjadi terbuka bagi
masyarakat luardengan mengundang kelompok masyarakat

yang membutuhkan terutama dari pihak eksternal.

Gambar4.10. . oo e

L r AT et ] Dusemunasn Pasrf

Dlseﬁ'nnaél bas[f Kegiatan yang dllakukan dl daerah blnaan

rasu motlvaSI dan

secara tsdak !angsung menlad' Sumbe’ '“SP'
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‘semangat bagl orang- orang yang berkunjung
“melaksanakan keglatan yang sama di tempat tmggalnya

Dalam Implementasi pemﬂahan sampah pemerintah membenkan

_ bantuanfasmtas termasuk biaya untuk pengelola karena biaya pengelolaan

sampahmerupakan kewajiban pemerintah (amanat UU RI no 18 tahun 2008).
Pemerintah Kota Bandung nantinya mengatur dan membérikan insentif &
disinsentif dengan besaran yang telah disepakati secara bersama.
Pemerintah Kota Bandung melakukan sosialisasi implementasi untuk
mengkampanyekanprogram, agar pemilahan sampah menjadi gerakan
masyarakat. Dalam halini pemerintah dapat bekerja sama dengan pengurus
RT/RW.Bersama dengan pengurus RT/RW, pengelola membentuk
organisasikepengurusan dan program kerja. Dalam hal ini Pemerintah Kota
Bandung memfasilitasi kegiatan sosialisasi implementasi yang dilakukanoleh

PD Kebersihan Selaku penanggung jawab pengelolaan sanﬁpah di Kota

Bandung.

LT 5 Gambar411 S M ‘
Skema Pengangkutan Sampah Berdasarkan Tmbulan Sampah

untuk
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PD Kebersihan bertanggung jawab dalam mekanlsme pengangkutan .

: sampah dari rumah- rurnah dan Pengangkutannyg hlngga ke TpSS-
| mengelola sampah anorganik yang tidak dapat dikelola |8blh lanjut oleh-v
'masyarakat dan pemanfaatan uang hasil penjualan sampah yang telah
dikelola. Sedangkan masyarakat Kotg Bandung bertanggung jawab dalam

melakukan sosialisasi di rumah tangganya sendiri atay sosialisasi internal,

bilactizan & 3 ’
BEEYET (g3
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Gambar 4.12

Skema Pengangkutan Sampah Berdasarkan Sumber Sampah

Selanjutnya Pemerintah Kota Bandung dengan dibantu oleh pengurus |
- RT/RW, melakukan monitoringdan supervisi. Hal ini dslakukan agar program |
) yang telah dlputuskan dapat berjalan sesuai yang dlharapkan Pengums‘_
,'RTIRW melaporkan hasil keglatan monitoring dan supervnsmyakepada.

o Pemenntah Kota Bandung melalui mekamsme yang sudah

£k ﬁ  - dltentukan Laporan rutln ke masyarakat dapat dllaksanakan bersamaan ,_ff:’A;

f_denganpertemuan rutm warga sepertl pertemuan di tmgkat RT




Tabel 4.8T amelme Keqnatan Pengclolaan Sampah Rum'ah Téngq |

Kode Program o 2014" T2015 o 016
|  Program |Qr]e21as | aa | Qi a3 a3 e g a2 [G3 Tag
K%'wasgn'NéndEur SR NS I 3 o ot
gampah” J H pie '
ader Bandung Resik | [ B S e T SR 561 I

Juaran

ey § evactap—
y i

“iNgaping Resik"

e EESRE SEMR——

‘Pengadaan prasarana T RS S0 N N e

"Nyawang”

““Miceun dina Caang

Bulan”

Diseminasi kegiatan

Sehingga Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan evaluasi
tahunan berdasarkan laporan yang diterimadari pengelola dan pengurus
- RT/RW yang tentunya berupa masukan dari masyarakat.Evaluasi dilakukan

untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah dibuat sehingga lebih efek_ﬁf

dan efisien. Selain masyarakat,PD Kebersihan diwajibkan menyampaikan_" Bty

-laporan dan hasnl evaluaSI kepada Pemerintah danmasyarakat secara_

' :_bulanan dan tahunan Ketujuh program yang d.gagas dalam “‘e"'"gkaﬂ(an»]

i : efektif itas pengelolaan sampah rumah tangga 9l Kota Bandung d'mncang'--j

e ii_.?_“dalam Jangka menengah Tumelme keglatan yang d|gagas secara dem.“ﬁ' -

;terlampir pada tabel 4 8
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‘ BANA SAMPFAH SANDUbIG | v e

| penanganan Pendahulyan ,
dan Sosialisi, hgj Yang -
penting dalam Pembenahan
pengelolaan Sampah dj

Kota Bandung  adajan

pembentukan Bank

Sampah. Sebenamya g

Kota Bandung  sudah

terdapat beberapa titik yang masyarakatnya secara mandiri membangun
bank sampah guna mengatas;i pemasalahan sampah. Sehingga hal yang
diperiukan adalah tahapan ekspansi pembentukan bank sampah di Kota
Bandung. Dalam pembentukannya proses pendanaan dapat dilakukan
secara terpusat melalui pemerintah Kota Bandung ataupun melalui

pendanaan pihak ketiga.

Untuk menjelaskan mekanisme pembentukan sistem Program Bank Sampah
terdapat 6 langkah mekanisme pembentukan sistem bank sampah yang

dianggap penting sebagai berikut:

1) Sosialisasi Awal Untuk sosialisa‘isr awai, dilakukan" pertemuan
dengan cakupan masyarakat yang cukup luas danberasal dari
berbagal wnlayah Sehingga dlharapkan terdapat pe:waknlan dan :
tlap kelurahan Rukun Warga dan Rukun Tetangga Perwakllan :

-|n| Ieblh efekdif jlka ada upaya untuk membantu dalam pros%

7 ~‘-"..:k0rdlﬂaSl Program Bank Sampah Maten dalam sosrahsasx awal

L manfaat yaﬂg 2
= 4._-1_:|m duelaskan tentaﬂg Pf°9ram Bank Sam‘,)ah s?rté_ ‘ L




2)

“. untuk komltmen men;alankan Program Bank Sampah ini sepertl

3) Pendampmgan Bank Sampah Pendamplngﬁm d;lakukan

| i 69

blsadldapatkan dengan bergabung dalam Pngram B

Sampah Sosialisasi awal inj biasa dllakukan dirumah warg
a

atau
jika memungkinkan menggunakan fuang serba gung keluraha
n.

Sistem dalamsosialisasi awal ini lebih seperti dialog dan

musyawarah sehingga diharapkan terjadi proses Shanng

pendapat bukanseperti seminar yang lebih kepada kOrnumkas.

satu arah.

Sosialisasi Lanjutan Setelah sosialisasi awal, dilakukan
pertemuan dengan skala yang lebih kecil.Materi pertemuan
dalam skala kecil ini berisi mengenai hal — haj yang bersifat
teknis  tentang langkah  pembentukan sistem  bank
sampah.Proses sosialisasi pada tahap lanjutan berupa seminar
yang dihadiri satu orang sebagai ahli/guru yangmemberitahu dan
mendiskusikan hal teknis kepada para anggota yang mengikuti
pelatihan teknis. Pelatihan ini bisa dilakukan dirumah warga atau '
ruangan yang disediakan RW setempat.Proses ini dapat

dilakukan dengan mitra LSM lokal agar tercapaikesepakatan

dengan warga untuk menjalankan sistem bank sampah seria

terbentuknya pulakepengurusan bank sampah, lokasi bank S |

sampah.Sebaiknya terdapat gambaran mengenai pengépul y‘ang

membeli sampah serta penetapan target pada bul:ampertamaf Lk,

 jumiah nasabah, Omset (ruplah) dan redukS' Sampa" "“’°9’a‘") 6

!a
fasmtator setempat dengan fasmtator Iam dl W‘ yah

i saat 1am,
»tersebut Dasml fasxlftator bertugas untuk ‘mendampmg

ank




4)

9)

dianggap antusias dan mengerti dalammenjalankan prog
ram

bank sampah. Sehingga fasilitator dapat mendampingi jalannya
ProgramBank Sampah dengan baik_

Pengembangan Bisnis Bank SampahSetelah Program Bank
Sampah berjalan, selanjutnya diharapkan bisa dikembangkan
aspekekonomis sekaligus penyediaan fasilitas khusus bagi
para nasabah.Pemberian fasilitas khusus dapat diberikan
setelah terdapat proses pembukuan yang tersistematis, omset
bank sampah memadai serta profitable, dan kondisi penjualan
sampah stabil dan permodalan telah kuat.Pengembangan
dapat berupa unit usaha simpan pinjam, unit usaha sembako,
memberikan modalusaha, koperasi bank sampah, serta
pengembangan produk kreatif berbasis sampah.

Standarisasi Sistem Bank SampahdJalannya sistem bank
sampah disepakati jika standarisasi bank sampah sudah
disepakati pengurus dan calon nasabah. Pengurus membuat

buku administasi bank sampah dan menampilkanlist harga .

- sampah, séna nasabah wajib memiliki plastikvqr‘ltuk @ﬁ"a

s al
,'gaktlvntaspenjualan maka dladakan momtonng dan evi

'f‘“jf[program Momtonng dan evaluasn prOQ

fber]alan selama satu bulan dan

pemilahan sampah dlrumahmasmg-masmg

'MOmtOﬂng dan Evaluam Slstem Bank. Sampah Setelah sustem i
sadah terdapati,.

ramdladakan denga. 1

UaSl‘ W




bt

- adalah pembaglan hasil penjualan sampah lebih banyak "'35“"

dan Padai
_.‘;Sedangkan kelemahannya berada dan sisu keprakttsannya Sl

| | | | 5
bertemu dengan pengurus  dan nasabah Gehi el
¢ y.:ehmqga dap at

dicermali kendala yang ada ketika mel

dkuk:m peldk%nadn 2

sistem bank sampah seperti s
i F-’Lmbu}(uan. f’e"ﬂffflman!.

emilahan sampah, mereview haras «
p ampah, mereview harga sampah, dsb, Selain ity

diperlukan evaluasi pencapaian targetyang dapat diukur melalui
jumlah nasabah, persentase reduksi sampah dan omset,

Diharapkan melalui terciptanya Bank Sampah paradigma yang
tercipta dalam persepsi masyarakat bahwa sampah adalah sesuaty yang
tidak berguna dan dapat dibuang begitu saja dapat berubah, Sehingga
sampah dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan harga,
Melalui bank sampah, masyarakat dapat melakukan prosesmendepositkan
sampahnya yang kemudian dalam kurun waktu tertentu menghasilkan timbal
balik berupa uang. Proses dalam bank sampah sebenarnya memiliki
kemiripan dengan bank konvensional pada umumnya. Bedanya, jika bisanya

kita menabung uang dapatnya uang, maka melalui bank sampah nasabah

yang menabung sampah memperoleh uang.

Pada umumnya Bank sampah memiliki dua sistem tabungan sampah

yaitu tabungan sampah individual dan komunal. Tabungan sampah individual'

~adalah tabungan sampah dimana warga yang menjadi nasabah harus

membawa sampah yang ditabungkan Iangsung ke bank sampah Sampah’

tersebut harus dlpllah dalam kelompok kertas, plastik, dan kaleng/boiol YH"QV

A dibers'hka" dan dlkenngkan terleb:h dahulu, Ketebnhan dari s;stem mv_ G
ke kas nasabah'{: Li

i :’:',.f,“-vr[_'pe"qunaan sustem komunal hal Ini berlaku sebaltknya 5 hiaay
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KESIMPULAN DAN SARAN

54 KeSimpulan

Setelah dilakukan pengumpulan data, pengolahan data Penyebaran
kuesioner dengan tujuan perumusan pengelolaan sampah rumah tanggé

terpadu di Kota Bandung diperoleh simpulan berikut:

1. Berdasarkan sumber sampah, sampah di Kota Bandung sebagian

besar bersumber dari permukiman dengan persentase 60 — 68
persen. Dapat disimpulkan bahwa kawasan permukiman adalah
sumber penghasil sampah harusnya diberikan perhatian utama dalam
pengelolaan sampah secara terpadu di Kota Bandung.

2. Perkembangan kehidupan masyarakat Kota Bandung memerlukan
pergeseran pendekatan pengelolaan sampah secara tradisional yang
sebatas pada proses kumpul — angkut — buang kedalam pola
pengelolaan produksi bersih (4R).ProduksiBersih (clean production)
merupakan pendekatan industri yang bertujuan untuk. mengurangi
dampak produk-produk samping yang berbahaya, menguran'gi polusi,
dan menciptakan produk-produk yang aman dalam kerangka siklus
ekologis. Pentingnya pengelolaan dan perlindUngan lingkungan hidup

| dapat dilihat berdasarkan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaanv
. ngkungan Hidup dan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan ; 7
'Sampah Sedangkan dalam tataran admmlstratwe Kofa Ba“d"ng S

. PERDAJ 3

}.Iandasan hokum mengenal pengelolan sampah d:atur dalam DG )

,.Kota Bandung Nomor 06 tahun 2011 tentang penyelengg
| Sedangka"-f-

‘-':f-"-f“perllndungan dan pengelolaan IlngkU“ga“ h'duP
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‘perdasarkan aspek sosiologis masyarakat Kota Bandung sebe
, namya

“memiliki kesadaran yang tinggi dalam mengelola Sampahnya terutama
jika didukung oleh fasilitas dan prasarana yang memadai.

. Secaraumum proses pengelolaan sampah berdasarkan Sumbemya'
berfokus pada sinergi antara produsen dan Konsumen dengan adanya
skema disentif dan insentif terhadap pengelolaan sampah dari sigj
konsumen dan produsen. Alangkah baiknya jika Pemerintah Kotg
Bandung turut memberikan insentif pada masyarakat Kota Bandung
dalam bentuk pengurangan retribusi bagiwarga masyarakat yang
melakukan pemilahan sampah. Sedangkan bagi warga yang tidak
melakukan pemilahan sampah, tetap membayar retribusi. Selain itu
produsen disarankan untuk menggunakan Extended Producer
Responsibility (EPR), berupa strategi dengan menginternalisasikan
biayaling kungan kedalam biaya produksi sebuah produk dan tidak
sebatas pada produk utamanya. Pengelolaan sampah énorganik dan
organik di Kota Bandung jika dilakukan pengelolaan lebih lanjut dapat
menggunakan tiga metode utama yaitu direct recycling, indirect
fecycling, dan /andfill. Hal ini dikarenakan focus utama adalah
bagaimana skema pengelolaan sampah rumahtangga di Kota
Bandung dapat segera dimulai, diimplementasikan, ;!ikendalikan,_
diawasi dén dievaluasi. 7

- Keberhasilan pelaksanaan program reduksi sampah t:dak tellepas

al
- dari peran serta masyarakat Kota Bandung pedu mempuny Lo

4 Pemermtah Kota Bandung dalam mereduksn sampah

;.,:.{l'_utama sebalknya bekeﬂﬁ'sa“"a de"gan

U ya o
: program pengelolaan sampah mandm berbas:s komumtas pa
' padasumber‘f g

LSM dan mdUsW Pe’“sahaan
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terkait terutama melalui program Corporate Socuai Respons,b my _
t

Dalam |mplementaSl pemilahan sampah, Pemerintah membernkan-_
bantuan fasilitas termasuk biaya untuk pengelola karepa biaya
pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah (amanat yy
Rl no 18 tahun 2008). Pemerintah Kota Bandung nantinya mengatur |
dan memberikan insentif & disinsentif dengan besaran vang telah
disepakati secara bersama. Selain ity diharapkan dapat terbentyk
ekspansi lebih lanjut mengenai Bank Sampah sehingga paradigm

masyarakat terhadap sampah yang tidak memiliki nilaj dapat berubah.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diberikan saran sebagai

berikut :

1. Penelitian yang dilakukan walaupun telah berhasil menemukan manfaat
yang besar dari kegiatan pemilahan sampah, yaitu mampu mereduksi
sampah rumah tangga yang dibuang sebesar 70%, namun penelitian yang
dilakukan masih terbatas pada penelitian deskriptif eksploratif. Sehingga
untuk dapat menjadi rumusan model pengelolaan sampah berbasis
masyarakat yang lebih aplikatif membutuhkan kajian lebih lanjut yang
lebih komprehensif. |

2 Undang -Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah '

- telah membenkan acuan yang jelas mengenal paradlgma baru _ Al
pengelolaan sampah Yang terpentlng kemudlan adalah ,mpiementaSI_ |
% -‘_dalam bentuk Perda, yang d!amanatkan palmg 'ambat 3 tahun ”te'ahif e

e sy
b \.VUU tersebut terblt Sehmgga paradlgma baru dalam penge!olaan gt
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dapat menjadi gerakan masyarakat dan dapat menjadi salah |
sa

tu solyg;
masalah persampahan di masa mendatang

3 | pemerintah bersama dengan Pengurus  RT/RwW dan penge@ :
memberikan edukasi kepada masyarakat secarg terencang dan lerukua: |
tentang pengelolaan sampah yang benar. Manfaat pengelolaan sampah
menjadi salah satu materi yang ada dalam setiap kegiatan edukasi

kepada masyarakat. lbu rumah tangga menjadi ujung tombak dalam

edukasi pengelolaan sampah di rumah tangga.

4. Pemerintah mengatur dan memberikan insentif & disinsentif.. Insentif
diberikan untuk memotivasi masyarakat agar bersemangat melakukan
pemilahan sampah. Insentif yang diberikan dapat dalam bentuk

pengurangan retribusi bagi warga masyarakat yang melakukan

pemilahan sampah.
5. Pemerintah, pengurus RT/RW dan pengelola membuat sistem/mekanisme
dan menentukan orang untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan

pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk menjamin
keberlangsungan program.

6. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan
sampah sesuai dengan model yang dianut. Selain itu pemerintah
memfasilitasi sosialisasi implementasi penge|olaan sampah berbasis
masyarakat baik berupa penyediaan sarana dan prasarana, '“a"p”"'
kesempatan untuk melakukan studi banding ke daerah Y. SUdah X
berhasil melaksanakan pengelolaan sampah dengan be"ar

Ty Pengelola bersama-sama dengan pengurus RTIRW membuat i

5 strategl untuk mengkader orang-orang yang nantmya d,mrap@' akaﬂ {

menjadl pengelola yang memlhkl k«'ﬂPHb'“ws dan mteg“tas hre

membuat : ‘A
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5 M odel layak diaplikasikan sebagai pilihan model'pengetolaan_ sampah e
umah tangga di perkotaan dengan prinsip 3R. Adapun ‘“E'kanisme |
.mp!ementasmya melalui tahap perencanaan, implementasi, pe“Qendahan

dan pengawasan serta evaluasi
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